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Abstract

Purpose of research is describing participation of social to support Gerbang Dayaku program is being actioned (done). Wheter the people have understanding insentively meaning and advantage of development especially for Gerbang Dayaku program to efficiency all social component (government, social and private) in government process continuosly to find obstacles that be faced in accomplish Gerbang Dayaku program by development village or region land.

The result of research to show that people do not understand full well and rightly Gerbang Dayaku program. It’s caused by decrease of socialization. Socialization that be done low intensity and temporary while the program is running so low support people. But participation of people is still can be growth eventhough not pro actively yet, especially for people need did directly.

Influence of all Gerbang Dayaku program in Teluk Dalam Village applied by Infrastructure, Human Resources Developmen, and Social Economic Development  is very positive for people wheter direct or indirectly. Increasing social prosperity concrete appearance, good and slip village’s street (cost of transportation will be cheap and free of marketing agriculture production), increasing agriculture production (there are guiding the way of make a plant good and rightly, there are bibit unggul subsidy, planting evergreen people gardening), decreasing of expenditure family because (SPP free and subsidy medicines available) it could be family income increase as barometer prosperity increase for all, Socialize to get knowledge and skill from execution of existing training, Impecunious society get subsidy directly from allocation budget of impecunious society programe Gerbang Dayaku.
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I. PENDAHULUAN           

Pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), meingindikasikan bahwa suatu pembangunan dapat berkesinambungan apabila ekonomi rakyat berkembang, dengan basis ekonomi yang kuat ketahanan pereokonomian tidak akan terguncang oleh faktor internal dan eksternal guna mengembangkan perekonomian rakyat.

Konsef  pembangunan yang berkelanjutan ini dapat dicirikan : (1) Pembanguanan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa pelayanan sosial disektor  kesehatan dan gizi, sanitasi, pendidikan, dan peningkatan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat; (2) Pembangunan yang ditujukan pada  pembangunan sosial seperti terwujud keadilan, pemerataan dan peningkatan budaya serta menciptakan kedamaian; (3) Pembangunan yang diorientasikan pada manusia untuk berbuat (subyek pembangunan) melalui People Centered Develoment dan Promote the Empawering People (UNCRD, 1990 dalam Supriyatna, 2000:17-18).

Pembangunan di era Orde Baru sering disebut menggunakan pola top down.  Pada pola top down, segala sesuatunya banyak bergantung pada pemerintah. Pola pembangunan ini, selain memiliki kelebihan, juga banyak kelemahannya. Aspek fisik sarana prasarana yang ada merupakan bukti konkrit dari keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan. Tetapi ada aspek yang kurang tergarap, yaitu partisipasi masyarakat. Padahal sasaran pembangunan adalah masyarakat, dengan demikian partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat besar. 

Kebalikan dari pola pembanguanan top down adalah battom up, dalam pola pembangunan bottom up ini masyarakat dilibatkan secara langsung mulai perencanaan sampai pada proses pelaksanaan hingga monitoring dan pengawasan (Naim, 1999 : 35).
Tidak ada satupun yang menyangkal bahwa metode top down yang diterapkan  diera orde baru menghasilkan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang menakjubkan secara presentase. Akan tetapi sayangnya  kemajuan ini tidak diikuti oleh kemajuan bidang-bidang sosial yang lain sehingga muncullah ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan dibeberapa daerah terjadi bukan karena kesalahan konsep, tetapi ketidakmampuan sistem pelaksanaan dalam menterjemahkan konsep tersebut ke dalam program operasional yang mantap. Ketidakmampuan ini bisa diakibatkan oleh rendahnya kemampuan teknis aparat pelaksana, bisa juga karena ketidakcocokan (rasionalisasi penerapan) antara program yang dibuat Pemerintah Pusat dengan kondisi daerah dan keinginan masyarakat, sebab masyarakat setempat tidak diberi kesempatan untuk terlibat pada penyusunan konsef atau tidak berdaya mempengaruhi atau merencanakan masa depan mereka. Hal tersebut menjadikan masyarakat menjadi apatis terhadap pembangunan, masyarakat merasa tidak berkepentingan dengan pembangunan yang pada akhirnya hal tersebut mengakibatkan permasalahan bagi pemerintah.

Suatu pendekatan baru diajukan, yang terkenal dengan sebutan people centered development atau pembangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Pusat perhatian dari people centered development adalah perkembangan manusia (human-growth), kesejahteraan (well-being), keadilan (equity), dan keberlanjutan (sustainability). Logika yang mendominasi paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (balance human ecology), sumber pembangunannya yang utama adalah informasi dan prakarsa yang kreatif yang tidak akan pernah habis, dan tujuan yang utama adalah perkembangan aktualisasi yang optimal dari potensi manusia (Korten, 1988:21). Paradigma ini memberikan peranan kepada individu, bukan sebagai obyek, akan tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber-sumber, mengarahkan proses yang menentukan hidup mereka (Tjokrowinoto, 1996:58). Paradigma ini merupakan suatu perspektif pembangunan dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang memberikan ruang gerak yang sangat penting bagi kekuatan di luar negara untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses Pembangunan Nasional bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dalam kondisi sekarang ini masih terpuruk akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. 

Kepercayaan terhadap masyarakat dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang perlu dibangkitkan. Masyarakat berhak untuk dilibatkan dalam merencanakan, melaksanakan, dan memelihara setiap hasil pembangunan. Begitu pula dalam mengelola keuangan, rasa memiliki terhadap pelaksanaan pembangunan harus ditumbuh kembangkan.

Tantangan pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan terutama dinegara-negara berkembang yang miskin, kualitas hidup yang baik memang mensyaratkan adanya pencapaian yang lebih tinggi, dan itu hanya merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya yang juga harus dapat diperjuangkan yakni pendidikan, kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual, penyelenggaraan kehidupan budaya. Dengan demikian hakekat dari pembangunan harus menampakkan adanya perubahan pada suatu masyarakat atau terjadinya penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan atau sebagian dengan tanpa mengabaikan kelompok sosial yang ada didalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan “lebih baik” secara material dan sepiritual (Todaro, 1997 : 53).

Menurut Chamber (1987:145) inti dari masalah kemiskinan  dan kesenjangan sebenarnya terletak pada apa yang disebut deprivation trap atau perangkap/jebakan kemiskinan. Secara rinci, deprivation trap terdiri dari lima unsur sebagai penyebab kemiskinan yaitu ketidakberdayaan (powerlessness), kerawanan/kerentanan (vulnerability), kelemahan pisik (Physical weakness), kemiskinan (poperty), dan isolasi (isolation). Kelima unsur tersebut saling terkait satu sama lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang/keluarga miskin. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama dengan masyarakat, ( Riant, 2004 :180).

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Program Gerbang Dayaku, yang berisi rencana arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah. “Gerbang Dayaku” terdiri dari dua kosa kata, yakni kata “Gerbang” dan kata “Dayaku”. Secara harfiah kata “Gerbang” bisa diartikan “pintu depan” atau “pintu pengantar”. Sedangkan “Dayaku” bisa diartikan “kekuatan diri” atau “kekuatan kemandirian”. Maka Gerbang Dayaku bisa diartikan sebagai “pintu pembuka kekuatan diri” atau “pintu pengantar kekuatan kemandirian”.

Secara konotatif Gerbang Dayaku memilik makna khusus. Ungkapan tersebut merupakan akronim atau kepanjangan dari kata “Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai”. Yakni sebuah konsep model pendekatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbasis pada pemberdayaan semua komponan. Baik instansi pemerintah, legislatif, masyarakat maupun para investor swasta. Keterlibatan masyarakat dalam program ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan, kesinambungan dan pengembangan setiap program pembangunan prasarana/sarana lingkungan yang dibangun secara maksimal. Sebagai program pembangunan yang berpaham kerakyatan, maka program ini mengisyarakan adanya “pemberdayaan masyarakat lokal”. 

Dalam kaitan ini, peran program Gerbang Dayaku keberadaannya diharapkan melalui program-programnya dapat memberikan kontribusi bagi upaya-upaya penanggulangan masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya dan pada khususnya di desa dilakukannya penelitian ini, serta dalam implementasi program untuk dapat  memberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan agar kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan, terutama yang berada di lapisan bawah. 

II. PERMASALAHAN
Atas uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan  dari implementasi Program Gerbang Dayaku ? Tujuannya untuk mendiskripsikan dan menganalisis  pemberdayaan masyarakat dari implementasi  Program Gerbang Dayaku dalam rangka penanggulangan  kemiskinan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Implementasi Program Gerbang Dayaku dengan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Masalah Kemiskinan”. Di samping itu penelitian ini difokuskan pada proses deskripsi dan pemberian makna dari berbagai faktor yang berhubungan dengan upaya masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang tersedia, guna pemberdayaan dari ekonominya sehingga dapat mengembangkan usaha serta terjaminnya keberlanjutan usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian dalam jangka panjang.

III. METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif.  Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, secara sengaja (purposif) ditetapkan sebagai lokasi penelitian karena memiliki beberapa keunikan dan permasalahan tersendiri dibanding dengan desa lainnya yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang, di samping merupakan daerah penerima dana dan pelaksanaan  Program Gerbang Dayaku. Pengumpulan Data dilakukan dengan Wawancara mendalam, wawancara yang digunakan adalah berbentuk tidak terstandar tanpa menyusun daftar pertanyaan yang ketat. Pada waktu mengadakan wawancara tidak terstruktur ini, pertanyaan-pertanyaan dilakukan secara bebas pada pertanyaan-pertanyaan yang masih bersifat umum, dari suatu topik ke topik lainnya. Selanjutnya dilakukan wawancara secara terfokus dengan pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu, tetapi selalu berpusat pada topik tertentu. Dalam penelitian ini tehnik analisis data yang akan digunakan adalah menggunakkan model interaktif. Model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Hubermen (1992:17-20).

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan deskripsi data, maka dapatlah dikemukakan beberapa temuan penelitian pada Penelitian Implementasi Program Gerbang Dayaku Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Tenggarong Seberang Desa Teluk Dalam.

A. Sosialisasi Program Gerbang Dayaku Kepada Masyarakat Desa
Program Gerakan Pembangunan dan Pemberdayaan Kutai (Gerbang Dayaku) merupakan program unggulan dan mendapat prioritas daerah, karena merupakan reformasi program pembangunan yang ada sebelumnya, dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka usaha mempercepat penghapusan kemiskinan terutama di masyarakat pedesaan.

Dalam usaha mensosialisasikan program tersebut maka perlu dilakukan kegiatan terpadu oleh pemerintah daerah kabupaten dan seluruh jajaran masyarakat baik swasta, perguruan tinggi dan masyarakat luas. Program terpadu secara menyeluruh tersebut akan melibatkan berbagai instansi pemerintah maupun lintas sektoral, melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah kecamatan dan seterusnya pemerintah kecamatan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa tempat di mana diimplementasikannya program Gerakan Pembangunan dan Pemberdayaan Kutai (Gerbang Dayaku).

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Program Gerbang Dayaku
Secara umum, bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat adalah partispiasi masyarakat dalam mengimplementasikan program Gerakan Pembangunan dan Pemberdayaan Kutai (Gerbang Dayaku) dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Teluk Dalam  meliputi tiga hal, yaitu : Pertama, partisipasi dalam kelompok masyarakat di desa; Kedua, partisipasi dalam proses pembinaan, pelatihan-pelatihan, pemandirian, hingga mampu mandiri dan profesional dalam mengelola usaha; dan Ketiga, partisipasi sebagai penerima bantuan proyek program Gerbang Dayaku.

C. Partisipasi dalam Kelompok Masyarakat
Berdasarkan keterangan para informan Kepala Desa dan Aparatur Desa Teluk Dalam serta tokoh masyarakat  yang peneliti anggap sebagai informan kunci dan pengamatan penelitian di lapangan bahwa pembentukan kelompok masyarakat telah ada jauh sebelum program Gerbang Dayaku akan diluncurkan, di seluruh Desa Teluk Dalam dibagi menjadi kelompok-kelompok  masyarakat. Dan masing-masing kelompok masyarakat dipimpin oleh seorang ketua dan jumlah anggotanya bervariasi tidak sama antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya. Di samping pembentukan kelompok masyarakat  tersebut di atas masih dibentuk lagi kelompok-kelompok tani. Dengan adanya kelompok masyarakat dan kelompok tani tersebut merupakan wadah bagi warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan program Gerbang Dayaku.

D. Partisipasi dalam Proses Pembinaan dan Pelatihan Pemandirian Masyarakat
Sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu bahwa proses pembinaan, pelatihan pemandirian sehingga warga mampu mandiri dalam mengelola usahanya diharapkan berkesinambungan, sehingga masyarakat yang mngikuti pelatihan khususnya anggota kelompok masyarakat diharapkan dapat mengembangkan dan mengelola kegiatan usahanya ke arah yang produktif. Adapun pelatihan dan bimbingan yang diadakan dalam program Gerbang Dayaku di Desa Teluk Dalam antara lain :

1. Bimbingan Teknis Organisasi dan Manajemen Koperasi.

2. Sosialisasi Penggunaan Tungku dan Briket Batubara pada Industri Kecil Menengah (IKM) Pengolahan Makanan Kerupuk/Tempe/Kue Kering dan Pandai Besi.

3. Pemberdayaan Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A).

4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

5. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Mandiri.

E. Partisipasi Warga Masyarakat Sebagai Penerima Bantuan 
a. Partisipasi Sebagai Penerima Bantuan Langsung
Penerima bantuan langsung baik sebagai pribadi, kelompok tani/masyarakat atau warga masyarakat desa adalah bentuk konkrit partisipasi serta dukungan masyarakat desa terhadap program Gerbang Dayaku yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Di Desa Teluk Dalam dengan program Gerbang Dayaku, menurut peneliti partisipasi masyarakat yang menerima bantuan langsung dapat dicontohkan seperti antara lain : Subsidi BP3, Bantuan Rehabilitasi Kebun Karet, Rehabilitasi Rumah Ibadah, Pengadaan Obat-obatan dan lain sebagainya.

b. Partisipasi Sebagai Penerima Bantuan Tidak Langsung
Penerima bantuan tidak langsung adalah warga masyarakat desa secara keseluruhan baik pribadi, sebagai anggota kelompok tani/masyarakat maupun sebagai anggota masyarakat desa. Walaupun bentuk partisipasi sebagai penerima bantuan tidak langsung ini sulit diidentifikasi namun peneliti mencoba menguraikan beberapa hasil pengamatan lapangan terhadap program yang diluncurkan di Desa Teluk Dalam antara  lain : Normalisasi/Rehabilitasi Saluran Irigasi, Pengembangan Sentra

F. Dampak Implementasi Program Gerbang Dayaku Terhadap Masyarakat Miskin

Program Gerakan Pembangunan dan Pemberdayaan Kutai (Gerbang Dayaku) diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada T.A 2001. Drs. H. Syaukani HR., Bupati Kutai Kartanegara mengatakan : “Seiring dengan dimulainya Otonomi Daerah, merupakan suatu momentum untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat khususnya di pedesaan”.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Program Satu Desa Dua Milyar mencoba untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan melalui Tiga Program Strategis, yaitu : Pembangunan Infra Struktur, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Sejak saat itu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha untuk mengatasi kemiskinan yang dialami warga masyarakatnya terutama yang tinggal di pedesaan, karena merekalah yang paling menderita baik karena terkena dampak krisis ekonomi yang sedang melanda bangsa Indonesia maupun karena memang belum pernah tersentuh pembangunan.

Berdasarkan data dan informasi yang peneliti peroleh bahwa di Desa Teluk Dalam masih terdapat 62  Kepala Keluarga  yang digolongkan ke dalam keluarga miskin, yang kemudian disebut dengan Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I).  Maka melalui program Gerakan Pembangunan dan Pemberdayaan Kutai (Gerbang Dayaku) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara didukung Perangkat Desa Teluk Dalam bertekad menghapuskan keadaan tersebut minimal menguranginya. Oleh karena itu Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I tersebut selain menerima bantuan langsung dari pemerintah kabupaten berupa santunan Rp. 100.000,- per KK/bulan (program lain dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tetapi masih dalam bingkai Program Gerbang Dayaku) dan juga mereka mendapat jatah beras murah untuk keluarga miskin (RASKIN).

Kemudian untuk masyarakat desa Teluk Dalam yanga tidak dapat sekolah untuk usia tujuh  sampai dengan lima belas tahun, untuk tahun 2006  berjumlah  sembilan orang, masing-masing laki-laki  dua orang dan perempuan tujuh orang. Pada tahun 2007  jumlah anak usia tujuh  sampai lima belas tahun yang tidak sekolah jumlahnya menjadi hanya empat orang, yang terdiri dari laki-laki empat orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah anggota masyarakat desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang yang tidak bersekolah pada tahun 2007 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

G. Dampak sebagai Penerima Bantuan Langsung
Penerima bantuan langsung program Gerbang Dayaku baik sebagai pribadi, kelompok tani/masyarakat atau warga masyarakat desa adalah karena memang sasaran/tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Di Desa Teluk Dalam dengan program Gerbang Dayaku tahun 2006-2007 menurut peneliti masyarakat yang menerima bantuan langsung dapat diuraikan seperti antara    lain : 

a. Subsidi BP3, dengan membebaskan siswa dari kewajiban membayar iuran BP3 mengakibatkan berkurangnya beban pengeluaran keluarga. Kalau pembebasan ini menyebabkan ada kelebihan penghasilan keluarga yang bisa ditabung maka akan bisa meningkatkan kesejahteraannya.

b. Pelatihan Kewirausahaan Mandiri, Para pemuda warga desa yang belum mempunyai lapangan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan bisa memotivasi keinginan berwiraswasta sehingga nantinya bukan mencari lapangan pekerjaan tetapi menciptakan lapangan pekerjaan sekurang-kurangnya untuk dirinya sendiri. Semuanya ini berdampak pada kesejahteraan sebab sebelumnya tidak berpenghasilan karena tidak mempunyai pekerjaan menjadi berpenghasilan karena sudah mempunyai pekerjaan.

H. Dampak sebagai Penerima bantuan Tidak Langsung
Penerima bantuan tidak langsung adalah warga masyarakat desa secara keseluruhan baik sebagai pribadi, sebagai anggota kelompok tani/masyarakat maupun sebagai anggota masyarakat desa. Sebagai penerima bantuan tidak angsung memang agak sulit diidentifikasi namun peneliti mencoba menguraikan beberapa hasil pengamatan lapangan terhadap program Gerbang Dayaku yang diluncurkan di Desa Teluk Dalam sebagai berikut :
a. Semenisasi Jalan Desa

Dengan baiknya jalan desa maka transportasi menjadi lancar, memasarkan hasil produksi mudah karena ongkos transportasi terjangkau/murah, kalau harga hasil produksi yang dijual tetap akan menambah penghasilan warga. 

Mobilitas penduduk menjadi tinggi. Kalau sebelumnya malas keluar rumah tetapi dengan mulusnya jalan-jalan keinginan untuk keluar rumah menjadi besar sehingga paling tidak lebih menghidupkan angkutan pedesaan yang sebagiannya dimiliki oleh warga otomatis akan menambah income keluarga. Yang ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belum lagi pada tahap implementasi program berupa pelaksanaan fisik di lapangan. Walaupun masih dalam bentuk proyek di mana pelaksanaannya dilakukan oleh sebuah badan hukum (kontraktor), tetapi tetap saja membawa nilai tambah bagi masyarakat  desa setempat karena tidak sedikit warga masyarakat yang berprofesi tukang/tukang batu turut bekerja/terlibat pada kegiatan proyek tersebut. Minimal sebagai buruh bantu bagi yang tidak mempunyai keterampilan tukang. Semuanya itu pada akhirnya akan menambah penghasilan warga.

b. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu

Memperhatikan tingkat kebutuhan akan pelayanan kesehatan di Desa Teluk Dalam  berdasarkan data yang peneliti kumpulkan, seperti pasangan usia subur yang berjumlah 673 orang di mana 495 orang diantaranya sebagai akseptor KB, maka rehabilitasi Puskesmas Pembantu itu sangat tepat. Sebab kalau hanya untuk memasang IUD saja mereka harus pergi minimal ke kecamatan maka itu berakibat lebih tingginya biaya yang harus dikeluarkan bila dibandingkan terlayaninya mereka di Puskesmas Pembantu yang ada di Desa Teluk Dalam. Pada tahap rehabilitasi fisik dilakukan, kembali mempunyai nilai tambah bagi masyarakat desa, karena mereka bisa terlibat sebagai tukang/tukang batu, buruh kasar dan bahkan sebagai pemasok bahan bangunan seperti bata, pasir dan lain sebagainya. Begitu pula pemilik truk angkutan terlibat dalam angkutan bahan bangunan yang tentunya tidak hanya menguntungkan pemilik truk tetapi juga untuk sopir dan buruh batunya.

Dari uraian di atas nampak sekali bahwa program Gerbang Dayaku tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada gilirannya menghilangkan kemiskinan tetapi juga cukup berhasil memberdayakan masyarakat itu sendiri, untuk minimal mampu :

-
Mengangkat harkat dan martabatnya sebagai manusia.

-
Mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan.

-
Mulai mengerti apa arti pembangunan walaupun sebatas pemahaman seadanya.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sosialisasi program Gerbang Dayaku awalnya dan setiap tahun melibatkan berbagai unsur seperti aparat/instansi pemerintah kabupaten, swasta dan masyarakat luas. Pada tingkat kabupaten telah dilakukan secara terpadu melalui koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa atau kelurahan, kemudian disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik. Sosialisasi kepada masyarakat desa dilakukan melalui penyuluhan berupa pertemuan warga desa, pertemuan-pertemuan di dalam kelompok masyarakat/kelompok tani, rapat antara kepala desa dengan warganya seperti LKMD atau BPD. Namun sosialisasi kepada masyarakat desa menurut peneliti masih kurang maksimal, karena hanya dilakukan pada waktu awal program digulirkan dan waktu-waktu tertentu saja (awal tahun anggaran), maka banyak masyarakat yang tidak memahami secara utuh dan benar substansi program Gerbang Dayaku tersebut dilaksanakan, serta masih nampak dari masih kurangnya dukungan masyarakat desa dalam implementasi program tersebut. Masyarakat masih bersifat pasif lebih banyak menunggu dan beranggapan apa yang dilakukan oleh pemerintah lebih bersifat rutinitas tanpa berpikir apakah program tersebut diperuntukkan buat mensejahterakan mereka.

Kesiapan masyarakat dan kemampuan mengakomodir suatu gagasan baru sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama situasi dan kondisi di mana program tersebut mau diimplementasikan. Terhadap program Gerbang Dayaku kesiapan masyarakat Desa Teluk Dalam sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Aparat desa dan perangkatnya yang sudah cukup lengkap serta tingkat pendidikan cukup tetapi masih perlu ditingkatkan kemampuan manajerialnya agar tidak hanya mampu mengakomodir semua aspirasi dan kehendak warga desanya tetapi juga mampu menjelaskan program pemerintah utamanya program Gerbang Dayaku yang bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan penanggulangan kemiskinan.


Masyarakat Desa Teluk Dalam agak lambat dalam merespon program yang ditawarkan pemerintah. Hal ini karena sudah lama dan terbiasanya masyarakat desa dijadikan obyek pembangunan. Semua apa yang diprogramkan untuk meningkatkan kesejahteraan langsung turun dari atas (Top Down) bukan mereka yang merencanakannya (Bottom Up) sehingga program yang turun tersebut belum seluruhnya sesuai dengan aspirasi masyarakat desa, sehingga tidak terlalu bisa disalahkan kalau sambutan mereka agak dingin.


b. Persoalan pada Desa Teluk Dalam ditambah oleh rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat. Tentunya ini sangat berpengaruh dalam memahami dan menghayati program yang diberikan, dan memang sangat sulit untuk mengajak siapa saja untuk berpartisipasi secara aktif dalam rangka mensukseskan program kalau pemahamannya terhadap hal tersebut kurang. Jadi pengenalan program sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami apa tujuan, sasaran dan bagaimana pelaksanaannya.

c. Partisipasi masyarakat desa pada program Gerbang Dayaku berupa partisipasi dalam kelompok merupakan partisipasi yang belum maksimal, walaupun masih bernilai positif.  Berbeda yang berpartisipasi dalam pelatihan adalah atas kemauan sendiri. Tingkat partisipasinya tinggi. Terhadap masyarakat desa yang termasuk kategori ini supaya dibina terus menerus, karena keikutsertaannya atas inisiatif sendiri pasti mempunyai motivasi yang kalau diarahkan akan melahirkan partisipasi dalam pembangunan yang maksimal.

d. Dampak pelaksanaan program Gerbang Dayaku di Desa Teluk Dalam  dalam mengentaskan kemiskinan diatara adalah :

· Program Gerbang Dayaku sebagai program unggulan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat khususnya di pedesaan bertujuan mengentaskan kemiskinan dan menghapuskan desa tertinggal sudah memberikan hasil yang cukup menggembirakan.

· Masih sebagian besar pelaksanaan program Gerbang Dayaku berbentuk proyek sehingga keterlibatan masyarakat desa sangat terbatas karena hambatan ketentuan dan peraturan administrasi dan keuangan. Akan berbeda kalau sifatnya bantuan atau stimulan yang diberikan langsung kepada desa untuk mengelolanya. Tentunya nilai tambah dan manfaatnya jauh lebih besar didapat dan sangat dirasakan oleh masyarakat desa tersebut.

· Jumlah masyarakat yang tidak bersekolah pada tahun berikutnya disbanding tahun sebelumnya semakin berkurang.

· Program Gerbang Dayaku di Kabupaten Kutai Kartanegara dari awal diimplementasikannya sampai dengan tahun 2004 masih belum ada dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian sulit diukur keberhasilannya. 

B. Saran-Saran
Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap implementasi program Gerbang Dayaku di Desa Teluk Dalam yang pelaksanaannya sudah berlangsung dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, maka hendaknya program yang diturunkan di waktu mendatang lebih banyak mengacu pada usulan dari masyarakat desa itu sendiri, yang sudah merupakan hasil musyawarah atau rembuk desa. Hal ini penting karena masyarakat desa lebih mengetahui apa yang diperlukan, dan apa kebutuhannya sehingga di dalam mengimplementasikan program, tanpa sosialisasipun tidak menjadi hal yang menghambat karena warga masyarakat sudah mengetahuinya, dan tentunya akan berpartisipasi secara aktif karena merasa program tersebut memang kebutuhannya sehingga rasa diberdayakan akan tumbuh dengan sendirinya.

Program Gerbang Dayaku hendaknya mempunyai porsi perhatian yang lebih besar terhadap masalah masyarakat miskin dan pendidikan masyarakat desa, sehingga Program Gerbang Dayaku bernilai guna untuk jangka yang panjang bagi masyarakat desa tersebut. 

Pada pelatihan-pelatihan bagi warga desa yang atas inisiatif sendiri ikut dan mempunyai kemauan keras serta berhasil menerapkan pengetahuan yang didapatnya selama pelatihan hendaknya mendapat perhatian khusus dari aparat/pemerintah agar mendapat pembinaan secara terarah dan berkelanjutan.

Program Gerbang Dayaku di Desa Teluk Dalam khususnya dan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya harusnya dievaluasi setiap  tahun, guna mengukur secara baik, sudah sesuai dengan tujuan program atau belum.
   

HUBUNGAN PUSAT-DAERAH 
DAN KONSTELASI DEMOKRASI DI DAERAH

Jauchar B

Abstrak

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah membawa pengaruh terhadap  jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah memerlukan kesiapan dari daerah untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah. Tiga bidang utama yang selama ini menjadi perhatian dalam pembangunan masyarakat di daerah ; bidang politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan merupakan indikator yang tidak dapat dipisahkan dari penyelengaraan otonomi daerah tersebut. Pembangunan sosial kemasyarakatan yang dilandasi oleh nilai-nilai lokal perlu untuk diperhatikan tanpa mengesampingkan hubungan dengan pemerintah pusat sebagai sumbu dari penyelenggaraan pemerintahan nasional. Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya tidak berarti tidak adanya kontrol guna keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan wilayahnya justru menjadi sinyal yang menandakan bahwa upaya pemerataan pembangunan merupakan suatu hal yang wajib untuk dipenuhi oleh semua level pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
Key words : Otonomi daerah, demokratisasi

I. PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma pemerintahan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi membawa perubahan dan tatanan baru dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sentralisasi dan desentralisasi dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu kontinum yang tidak dapat ditempatkan secara terpisah dan bebas tanpa adanya suatu mekanisme dan sistem yang secara gamblang mengaturnya. Desentralisasi dan otonomi daerah sebagai suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tentunya tidak lepas dari plus-minus yang menjadi perdebatan publik dalam mengimplementasikannya.

Isu desentralisasi dan otonomi daerah menjadi salah satu wacana yang paling banyak dikupas dalam forum–forum akademis dan pemerintahan sejalan dengan reformasi sistem politik negara Indonesia. Betapa tidak, harapan tentang  sistem pemerintahan yang demokratis melalui daerah otonom sampai saat ini belum mampu direalisasikan secara optimal. Otonomi daerah yang diharapkan mampu menampung pluralisme masyarakat demi mewujudkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan mayarakat. Dimensi perubahan yang diharapkan dari otonomi daerah sebagaimana ditawarkan oleh Syaukani pada dasarnya dapat kita golongkan dalam tiga hal yakni : (1) Adanya upaya untuk mengubah struktur pemerintahan/ tatanan politik yang dianggap membungkam kebebasan hak asasi manusia. (2). Adanya upaya yang lebih konkrit untuk memberdayakan lembaga/organisasi sosial politik yang dimarginalkan bisa mengurus kelangsungan bangsa, dan (3). Adanya upaya untuk memfungsikan kembali  peran-peran komponen masyarakat yang semasa pemerintahan terdahulu belum difungsikan. 

Sementara itu dalam parktiknya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ternyata masih menyisakan berbagai persoalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nasional. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai realisasi kebijakan desentralisasi ternyata memberikan implikasi pada hubungan pusat dan daerah. Ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah ternyata belum mampu memberikan ketenangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyelenggarakan berbagai urusan dan kewenangan yang dimiliki secara bebas karena masih sering munculnya klaim kewenangan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Revisi Undang-Undang No 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004  dan terakhir menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 2008 ternyata masih belum menyelesaikan berbagai persoalan desentralisasi dan otonomi daerah. Posisi pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah masih memunculkan perdebatan dalam tataran praktisnya. Munculnya konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah masih merupakan suatu yang tidak asing ditelinga kita. Masalah-masalah tersebut diantaranya persoalan kewenangan dan urusan terhadap suatu bidang pekerjaan, dimana berbagai keluhan yang dilontarkan pemerintah daerah baik yang ada di level propinsi maupun pada level kabupaten/kota yang menyebutkan bahwa berbagai urusan  benar diserahkan oleh pusat tetapi kewenangannya tetap ada ditangan pusat. Selain itu persoalan penguasaan terhadap aset-aset yang ada di daerah juga masih menjadi perdebatan tentang siapa yang menjadi pemilik dari aset tersebut, pusat atau daerah. Sehingga penyerahan urusan semestinya juga diikuti dengan penyerahan kewenangan yang melekat pada urusan tersebut sehingga semua unsur yang ada merasa puas karenanya.

Hubungan pusat-daerah menjadi salah satu isu sentral dalam sistem ketatanegaraan kita. Hal ini terutama karena faktor sosio-demografi Indonesia  dimana kehidupan penduduk yang secara sosial maupun heterogenitas akan mempengaruhi pola penghidupan suatu wilayah. Pengalaman pasca reformasi menunjukkan bahwa fokus hubungan pusat-daerah pada aspek politik ternyata berimplikasi pada mekanisme dan pola-pola demokrasi yang tumbuh dan berkembang di daerah. Kebebasan berpolitik bagi masyarakat di daerah menjadi suatu efouria tersendiri bagi ranah politik di daerah. Pemilihan Kepala daerah secara langsung menjadi bukti nyata dimana figur yang selama ini jauh dari hiruk pikuk politik bisa menghiasi kancah perpolitikan di daerah.

Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa ternyata kancah perpolitikan lokal dapat mewarnai proses pilkada yang menjadi ajang perebutan dari berbagai kepentingan yang timbul dari tarik menarik kepentingan dari berbagai pihak demi suatu legitimasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Suseno (2003) membagi legitimasi dalam dua pertanyaan yakni : legitimasi wewenang dan  subjek wewenang. Legitimasi materi wewenang mempertanyakan wewenang dari segi fungsinya, sedangkan legitimasi subjek wewenang mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seseorang atau kelompok orang untuk membuat suatu undang-undang dan peraturan bagi masyarakat untuk melaksanakan kekuasaannya. Dalam legitimasi subjek wewenang dibagi menjadi tiga macam legitimasi subyek kekuasaan ; (1). legitimasi religius,  (2) legitimasi eliter, (3) legitimasi demokratis. Dalam konteks pilkada yang menjadi penekanan adalah legitimasi demokratis  melalui perolehan suara terbanyak yang telah ditentukan sebelumnya.

Harapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam bidang politik ditujukan pada upaya mendorong demokrasi melalui : Pertama, Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan  termasuk dalam aktifitas presure group dan sebagai tambahan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan suaranya melalui pemilihan-pemilihan lokal. Kedua, Sebagai suatu proses pembelajaran sistem domokrasi kepada elit-elit politik lokal melalui pola-pola pendekatan dan kesempatan yang luas dalam melaksanakan aktifitas poilitiknya yang dibarengi dengan tanggungjawab dibandingkan dengan politisi yang ada dari pusat. Ketiga, Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk memahami dan mengidentifikasi sendiri berbagai potensi konflik yang muncul dari aktifitas politik lokal dengan alternatif pemecahannya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.  Keempat,  Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan-kebijkan yang inovatif sesuai dengan tuntutan kebutuhan daerah dengan berlandaskan identifikasi terhadap berbagai aspek yang ada di daerah. 

II. PERMASALAHAN

Kekuatan desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya akan terlihat dari keberhasilan mengelola dan mengembangkan potensi yang ada daerah dengan tetap menjaga keseimbangan hubungan pusat-daerah. Kemandirian lokal yang selama ini didengunkan oleh berbagai kalangan tidak justru menjadi suatu bumerang bagi pemerintah daerah untuk kemudian serta merta bebas tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah pusat. Pelimpahan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat seharusnya dinilai sebagai suatu kesempatan untuk mengembangkan kemampuan daerah dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada di daerah. Pentingnya kejelasan dalam hal kewengan yang dimiliki oleh pusat dan daerah kemudian menjadi suatu hal menarik dalam lapangan pemerintahan di daerah. Posisi pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten kota sebagai titik berat otonomi menjadi perhatian serius dalam pengelolaan pemerintahan daerah dewasa ini. Karena bukan hal yang baru ketika pemerintah kabupaten/kota dewasa ini mulai enggan untuk patuh kepada pemerintah propinsi. Kejelasan fungsi dan wewenang antara tingkatan pemerintahan menjadi kunci dalam penanganan hubungan pusat dan daerah dewasa ini. 

III. PEMBAHASAN

A. Pembagian Kewenangan (Urusan) Pusat-Daerah

Dalam hubungan pemerintahan pusat-daerah maka pembagian kewenangan (urusan) antara tingkatan pemerintahan merupakan suatu faktor yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena, konsep sentralisasi maupun desentralisasi dalam kerangka sistem pemerintahan akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh dan jelas kewenangan tersebut didistribusikan secara adil. Konsep pembagian kewenangan ini bermakna bahwa dalam tingkatan pemerintahan terdapat kejelasan dalam hal penanganan kewenangan tersebut. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara memiliki mekanisme penyerahan kewenangan sesuai dengan kebutuhan pemerintahannya. Perbedaan itu disebabkan oleh cara yang dipergunakan dan jenis kewenangan yang dibagi antar level pemerintahan. Luas wilayah dengan potensi daerah yang beragam mau tidak mau memberikan implikasi terhadap jenis kewenangan yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah pusat pada dasarnya membuat standar dan kebijakan nasional, sedangkan pemerintah daerah menurunkannya dalam standar dan kebijakan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Pada sisi lainnya, seringkali juga terjadi kesulitan dalam praktek siapa melaksanakan apa dengan biaya siapa, oleh karena intervensi pemerintah menyebabkan kekaburan kewenangan yang sudah diserahkan. Sikap pemerintah pusat yang terlalu jauh mencampuri urusan yang telah diberikan kepada pemerintah propinsi, kabupaten/kota melalui berbagai intervensi telah mengakibatkan ketergantungan pemerintahan pada level propinsi dan kabupaten/kota kepada pusat. Salah satu aspek adalah tidak disertainya aspek pembiayaan pada beberapa kewenangan yang diberikan sehingga pemerintah propinsi dan atau kabupaten/kota pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Pada dasarnya kewenangan pemerintahan dalam negara kesatuan adalah milik pemerintah pusat. Dengan kebijakan desentralisasi pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan tersebut kepada pemerintah daerah. Penyerahan wewenang tersebut terdiri dari : materi wewenang, manusia yang diserahi wewenang, dan wilayah yang diserahi wewenang. Dalam matra wilayah harus terdapat kejelasan pembagian wewenang mengatur dan mengurus di wilayah yurisdiksi tingkatan pemerintahan yaitu yurisdiksi pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Tidak boleh terdapat tumpang tindih kewenangan antara wilayah tersebut. Wewenang mengatur dan mengurus harus dibagi habis dan jelas antar tingkatan pemerintahan. Wewenang mengurus berdasarkan azas sentralisasi diletakkan di pemerintah pusat. Sedangkan titik berat wewenang mengurus berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan diletakkan pada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.      

Dari sisi sumber daya manusia, pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki kejelasan siapa yang akan melaksanakan wewenang tersebut. Apakah wewenang tersebut akan dilaksanakan oleh aparat pemerintahan daerah, aparat pemerintahan pusat, atau aparat pemerintah pusat yang ada di daerah melalu azas pembantuan. Meskipun dalam azas pemerintahan baik sentralisasi, desentralisasi maupun dekonstrasi telah dikemukakan secara jelas apa tugas dari masing-masing aparat pemerintahan, namun dengan sistem pemerintahan Indonesia dewasa ini kejelasan tugas bagi aparatur negara akan menentukan arah dan tujuan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik kewenangan antara pusat-daerah. Pemerintah daerah dengan asas desentralisasinya merasa begitu leluasa dan bebas untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya sendiri sementara pusat juga masih mengklaim terhadap wewenang tersebut.

Dilihat dari dimensi cara, penyerahan wewenang  oleh pemerintah pusat kepada daerah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : (1). Ultra vires doctrine yaitu pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada daerah otonom dengan cara merinci satu persatu. Daerah otonom hanya boleh menyelenggarakan wewenang yang diserahkan tersebut. Sisa wewenang dari wewenang yang serahkan kepada daerah otonom secara terperinci tersebut tetap menjadi wewenang pusat. Cara penyerahan wewenang inilah yang dianut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pemerintah pusat menyerahkan urusan-urusan tertentu kepada daerah. Pemerintah pusat menyerahkan urusan-urusan pemerintahan setahap demi setahap, dengan memperhatikan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. (2). Open end arrangement atau general competence yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan diluar yang dimiliki pusat. Artinya pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri diluar kewenangan yang dimiliki pusat, disini pusat tidak menjelaskan secara spesifik kewenangan apa saja yang akan diserahkan ke daerah, tapi hanya menyatakan “ Di luar kewenangan pusat semuanya adalah kewenangan daerah. Silahkan diselenggarakan dengan baik dan bertanggung jawab  sesuai dengan peraturan”. Cara penyerahan inilah yang kemudian dianut oleh dua undang-undang pemerintah daerah yakni ; UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 ( Nucholis, 2005).

Kedua cara tersebut tentu memiliki sisi kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dari cara pembagian open errangement, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang relatif besar dan kemandirian yang kuat oleh karena kewenangan yang diberikan bersifat terbuka. Kewenangan-kewenangan yang secara enumeratif tidak dimiliki oleh pemerintah pusat, diberikan kepada pemerintah daerah. Karena itu dilihat dari luasnya kewenangan yang diberikan, cara pembagian kewenangan dengan open errangement memberikan derajat otonomi yang lebih luas kepada daerah. Sebaliknya, dengan cara ultra vires pembagian kewenangan dilakukan secara enumeratif dan rinci kepada pemerintah daerah. Hal-hal yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang dan atau peraturan pemerintah sebagai kewenangan pemerintah daerah tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya dapat menyelenggarakan kewenangan yang secara enumeratif dan limitatif diberikan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Jika dilihat dari pembagian kewenangan dengan ultra vires relatif membatasi otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jika cara open arrangement yang dijadikan sebagai basis pembagian kewenangan, maka pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah haruslah secara ketat, karena jika tidak hal ini akan menimbulkan dampak terjadinya fragmentasi administrasi dan pembangunan yang tidak terkoordinasi.

a. Kewenangan Pemerintah Pusat  

Pemerintah pusat terdiri atas presiden beserta para menteri yang memegang kekuasaan pemerintahan negara. Kewenangan pemerintah pusat adalah semua kewenangan pemerintahan sebagai akibat pelimpahan dari rakyat. Tapi karena pemerintahan harus diselenggarakan secara terdesentralisasi  maka sebagaian kewenangan tersebut harus diserahkan kepada daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan di dalam dan di luar urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan (5) UU No. 32 Tahun 2004.

Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat yakni ; politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional ; dan agama. Sedangkan dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di luar urusan pemerintahan adalah ; pertama, menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, kedua, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah dan ketiga, menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Meskipun dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan telah disebutkan proporsi yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah pusat, namun dalam implementasinya masih sering tumpang tindih antara tingkatan pemerintahan tersebut.

Dengan demikian pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan 6 bidang urusan pemerintahan. Sedangkan kewenangan selain 6 bidang tersebut menjadi kewenangan daerah. Kewenangan yang dipegang oleh pusat adalah kewenangan yang bersifat nasional. Sedangkan kewenangan yang diserahkan adalah kewenangan yang bersifat lokal yakni yang merupakan kepentingan masyarakat setempat baik dalam hal pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam UU No.  32/2004 jelas telah digambarkan bahwa kewenangan pemerintah pusat sedikit tetapi mendasar. Sedangkan daerah kabupaten/kota akan menerima kewenangan dalam porsi yang lebih besar karena pelaksanaan tugas dan fungsi mereka yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sementara itu untuk daerah propinsi diberi kewenangan koordinasi antar kabupaten/kota maupun yang lintas sektoral sehingga pelaksanaan fungsi administratif dapat dijalankan. 

 Pembagian kewenangan pusat-daerah dikemukakan  Nurcholis (2005) dapat digambarakan sebagai berikut :

Gambar 1 ; Kewenangan Pusat dan daerah 

Kewenangan pemerintah pusat lebih menekankan pada kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur. Sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan ; menjaga dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara, menjamin kualitas pelayanan publik baik dari efektifitas maupun efesiensi pelayanan dengan mengutamakan aspek kesetaraan dan keadilan bagi setiap warga negara, menjamin supermasi hukum sehingga setiap warga negara memiliki posisi yang setara di muka hukum, dan menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional.

Pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat dilaksanakan dalam konteks sentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemerintah pusat menjalankan kewenangan yang bersifat mengatur sehingga tugas-tugas pemerintah secara umum dapat dikoordinasikan dan dijalankan sesuai dengan tujuan umum pemerintahan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kewenangan yang bersifat mengatur dapat dijalankan secara bersamaan antara pemerintah pusat dan daerah  namun tetap dalam konteks aturan main yang berlaku. Dalam hal ini pusat tetap memberikan pengaturan umum, sedangkan daerah menurunkannya dalam berbagai peraturan dan aturan main di daerah. 

b. Kewenangan Pemerintah Propinsi 

Pemerintah  propinsi dalam melaksanakan urusan-urusannya selain menjalankan asas desentralisasi juga menjalankan asas dekonsentrasi. Implikasi struktural dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan sekaligus desentralisasi membuat propinsi menjadi wilayah administratif sekaligus daerah otonom.

Sebagai wilayah adminsitratif, propinsi dikepalai oleh kepala wilayah sebagai wakil pemerintah pusat dan secara langsung mempertanggungjawabkan berbagai aktifitasnya kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini tanggung fungsi koordinatif antara pemerintah pusat dengan propinsi. Berbagai urusan dan kewenangan yang melekat sebagai indikator dalam pelaksanaan kegiatan ini jelas tanggung jawab pemerintah propinsi kepada pemerintah pusat. Sedangkan sebagai daerah otonom, propinsi dikepalai oleh kepala daerah otonom. Oleh karena itu, ia bertanggungjawab kepada DPRD.  Hal ini kemudian memunculkan gambaran dimana perbedaan antara daerah otonom dengan daerah adminsitratif perlu untuk diberikan batasan. Berbagai kewenangan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada dua posisi yang berbeda tersebut perlu untuk diberikan batasan secara jelas sehingga wilayah abu-abu yang ada dalam ranah ini dapat dipetakan.

Sebagai wilayah adminsitrasi propinsi hanya menerima kewenangan dalam bidang administrasi, bukan kewenangan politik dari pemerintah pusat. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat adalah :

(a). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta sosialisasi kebijakan nasional di daerah, (b). Koordinasi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, sektoral, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. (c). Fasilitas kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam wilayah kerjanya. (d). Pelantikan bupati/walikota. (e). Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah dengan daerah otonom di wilayahnya dalam rangka memlihara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (f). Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. (g) Pengkoordinasiaan terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan bertanggungjawab, baik yang dilakukan oleh badan eksekutif daerah maupun badan legislatif daerah. (h). Penciptaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, (i). Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas insatansi lain, (j). Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, (k). Pengawasan refresif terhadap peraturan daerah, keputusan kepal daerah, dan keputusan DPRD, serta keputusan pimpinan DPRD kabupaten/kota, (l). Pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir pegawai diwilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan (m). Pemberian pertimbangan terhadap pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. 

Sementara sebagai daerah otonom propinsi mempunyai wewenang mengatur dan melaksanakan urusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah propinsi dalam skala propinsi sebagaimana yang termaktub dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  adalah : (a). Perencanaan dan pengendalian pembangunan, (b). Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, (c). Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (d) Penyediaan sarana dan parasarana umum, (e) Penanganan bidang kesehatan, (f) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, (g) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/ kota, (h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota, (i) Fasilitasi pengembangan  koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota, (j) Pengendalian lingkungan hidup, (k) Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota, (l) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil,  (m). Pelayanan administrasi umum pemerintahan,    (n). Pelayanan adminsitrasi  penanman modal termasuk lintas kabupaten/kota, (o). Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan (p). Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh undang-undang. 

Hal  lain yang membedakan pelimpahan kewenangan dalam UU No 22 tahun 1999 maupun UU No 32 tahun 2004 adalah adanya urusan pemerintahan yang dilimpahakan dan bersifat pilihan. Urusan propinsi yang bersifat pilihan tersebut meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Berbagai urusan dan kewenangan yang diberikan baik dalam bentuk tugas administrasi maupun otonom tidak lain adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan roda pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut kondisi dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan asas desentralisasi maupun dekonsentrasi pada tataran pemerintahan propinsi ternyata juga tidak terlepas dari berbagai persoalan dimana tumpang tindih kewenangan menjadi hal yang memerlukan perhatian serius. Kejelasan urusan dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah propinsi perlu untuk kembali dipertegas dengan memberikan penekanan pada lingkup sektoral sehingga perebutan lahan antara kabupaten/kota dengan propinsi dapat diselesaikan.
c. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota

Pemerintah kabupaten kota melaksanakan kewenangan yang merupakan sisa kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi (recidual power). Mengenai kewenangan yang menjadi kompetensi kabupaten/kota, baik undang-undang maupun pemerintah tidak mengatur secara spesifik tentang kewenangan yang harusnya dilaksanakan oleh pemerintah kota. Meskipun dalam undang-undang pemerintahan daerah baik UU No 22 Tahun 1999 maupun                                        UU No 32 Tahun 2004 pada dasarnya meletakkan semua kewenangan pada kabupaten/kota. Kewenangan yang dibuat sendiri oleh kabuapten/kota termasuk bukan berdasarkan pendekatan sektor, departemen, dan non departemen yang ada, tapi berdasarkan pembidangan kewenangan.dalam konteks ini kabupaten/kota dapat membuat rincian kewenangan yang diagregasikan sehingga menjadi kewenangan yang setara/setingkat antar bidang. 

Dalam UU No 32 Tahun 2004 terdapat 16 urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu juga diberikan urusan pilihan yang dikondisikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hanya saja kondis masyarakat yang ada dalam wilayah kabupaten/kota terkadang memunculkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan kewenangannya, khususnya yang terkait langsung dengan kewenangan pemerintah propinsi.  Dengan kata lain baik propinsi maupun kabupaten/kota keduanya melaksanakan sub bidang kewenangan yang sama. Sebaliknya, untuk tugas-tugas yang menimbulkan biaya dan tidakmenghasilkan sumber penerimaan, tidak ada level pemerintahan yang bersedia melaksanakannya. Dalam kasus ini terjadi kekosongan dalam pelaksanaan kewenangan.

Tumpang tindih pelaksanaan kewenangan di daerah tidak saja terjadi secara vertikal antara level pemerintahan, tetapi juga secara horizontal antara dinas dengan dinas lainnya. Kesemrawutan dan tumpang tindih kewenangan antara propinsi dan kabupaten/kota juga dipicu oleh kebijakan di tingkatan pemerintah pusat yang seringkali mengambil kebijakan dan perubahan secara cepat, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan implementasi di daerah. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kemampuan daerah dalam menerima dan mengimpelementasikan suatu kewenangan yang diberikan. Hal yang nyata kita lihat dari kasus di beberapa daerah yang meskipun secara finansial dan sumber daya manusia belum siap atau atau bahkan tidak siap untuk melaksanakannya akan tetapi tidak ada satupun daerah kabupaten/kota yang mengembalikan kewenangan yang telah mereka terima kepada pemerintah propinsi. Arogansi dari pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan pengakuan kemampuan sekaligus untuk mendapatkan keuangan dari aspek sektoral /dekonsentrasi menjadi alasan yang utama mengapa daerah kemudian memaksakan untuk menerima kewenangan tersebut.

Pemberian kewenangan yang besar kepada daerah kabupaten/kota pada satu sisi merupakan kemenangan dalam penyelenggaraan asas desentralisasi. Namun disisi lain lemahnya pengawasan dan peran dari pemerintah propinsi sebagai wakil pemerintah pusat telah menyebabkan menurunnya komitmen kabupaten/kota untuk melaksanakan koordinasi dengan pemerintah propinsi maupun dengan pemerintah pusat. Kondisi ini muncul karena anggapan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan perwujudan dari kekuasaan pemerintah kabupaten/kota yang begitu besar, sementara tanggung jawab secara vertikal kepada pemerintah gubernur sudah tidak dapat begitu penting. Dalam beberapa kasus dapat disebutkan bahwa sulitnya koordinasi antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten/kota merupakan implikasi dari tidak patuhnya pemerintah daerah yang merupakan dampak dari kewenangan otonomi yang dimilikinya.

B. Demokratisasi dalam Bingkai Otonomi Daerah 

Sebagai sebuah negara kesatuan yang ditopang oleh berbagai daerah propinsi dan kabupaten/kota yang juga merupakan pilar pembentukan negara kesatuan republik Indonesia, maka proses pembangunannya juga tidak boleh dilepaskan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pembangunan daerah adalah pembangunan secara menyeluruh baik dari aspek sosial kemasyarakatan, maupun aspek politiknya. Pembangunan politik sebagai suatu wacana dalam penyelenggaraan pembangunan nasional tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat tentang pola dan aktifitas demokrasi di daerah. 

Dari persfektif demokrasi di daerah, hal yang penting untuk dicermati adalah bagaimana masing-masing pihak yang terlibat didalam dinamikanya bersedia untuk tunduk pada aturan main yang telah disepekati bersama. Meskipun pelaksanaan demokratisasi di daerah yang dibingkai melalui Pilkada langsung, akan tetapi persoalan lama kembali menjadi suatu ancaman yaitu konflik. Bentuk konflik yang adapun juga beragam baik dari aspek horisontal maupun vertikal. Ketidakpuasan dan kekurang dewasaan berpolitik dari elit politik secara langsung berimplikasi pada masyarakat pemilih tentang sikap dan prilaku mereka sebagai pemilih dalam menentukan  sikap politiknya. Kedewasaan berpolitik di daerah sudah seyogyanya untuk terus ditumbuh kembangkan guna mendorong  pembangunan dan proses pemerintahan di daerah.

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah berimplikasi pada semakin serunya pertarungan dalam memperebutkan kursi kepemimpinan di daerah. Hal ini kemudian menunjukkan betapa proses demokratisasi dalam era desentralisasi dan otonomi daerah perlu untuk diperhatikan secara serius. Jualiansyah (2007) menyebutkan bahwa dalam upaya menyukseskan  proses demokrasi di daerah, maka setidaknya ada tiga pilar utama yang harus diperhatikan : (1). Kedaulatan rakyat yang menentukan legitimasi otoritas seseorang mendapat mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, (2) Supermasi hukum untuk memberikan kepastian dari proses kedaulatan yang diberikan oleh rakyat melalui proses seleksi, dan (3) Toleransi terhadap hasil akhir dari proses pemilihan yang sudah diselenggarakan, dengan akhirnya secara fair menerima dengan senang hati, dari proses yang telah berjalan.

Pilkada langsung sebagai suatu proses politik untuk pengisian jabatan politik di daerah pada hakekatnya diarahkan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat yang ada di daerah tersebut lebih mengenal karakter dan kemampuan pemimpinnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pola lama dalam rekruitmen kepemimpinan yang diisitilahkan membeli kucing dalam karung. Rakyat memiliki tanggung jawab sosial terhadap jalannya pemerintahan karena apa yang telah mereka pilih telah sesuai dengan visi, misi dan program yang ada di daerah. Hal ini didasari oleh hakekat pilkada yang pada dasarnya merupakan proses sosial melalui suatu kompetisi dan proses politik, dimana rakyat lokal dapat mengetahui dan menjalankan proses tersebut. 

Otonomi daerah sebagai landasan dalam pelaksanaan pilkada pada dasarnya diarahkan pada tiga sasaran utama ; pertama, meningkatkan pelayanan kepada. Kedua, memberdayakan sumber-sumber daya yaitu sumber daya manusia, alam, dan budaya yang dimiliki oleh daerah untuk dapat dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Ketiga, peran serta masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan. Dimana arah otonomi daerah ditujukan untuk mempercepat pembangunan nasional dengan tetap bertumpukan pada kemampuan dan kemandirian lokal termasuk dari sektor  politiknya. 

Persoalan dalam  pilkada langsung dewasa ini setidaknya dapat didekati melalui bebrapa pendekatan yakni ; (1) Manajemen tradisional yang mengandalkan semangat dan loyalitas kedaerahan dalam menangani dan menyelesaikan persoalan yang muncul, (2) Manajemen modern dan demokratik sebagai suatu model pendekatan  menyeluruh dan memandang pilkada sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini terkait dengan kompleksitas persoalan pilkada mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan  dan sampai tahap evaluasi seluruh proses pilkada. Karena itu untuk melaksanakan pilkada adil dan terbuka yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berpedoman pada pedoman dan aturan baku pelaksanaannya perlu untuk diperhatikan demi tercapainya tujuan dan cita-cita dari proses demokratisasi di daerah. Pergeseran kekuatan politik sebagai implikasi dari kegiatan pilkada merupakan efek langsung yang tak terbantahkan dari penyelenggaraan aktifitas politik tersebut.

IV. PENUTUP

Hubungan pusat-daerah perlu mendapatkan perhatian serius dalam era otonomi daerah. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah telah membawa perubahan besar dalam ranah pemerintahan pemerintahan. Hal ini terkait dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh tingkatan pemerintahan yang dalam implementasinya tidak jarang memunculkan polemik dalam kegiatan pemerintahan tersebut. Hal ini terjadi karena masih sering ditemukannya tumpang tindih kewenangan dalam aktifitas pemerintahan, khususnya yang ada pada level propinsi dan kabupaten kota. Kondisi ini lebih diperparah dengan penyeragaman berbagai urusan kewenangan yang diberikan, sementara dalam beberapa kasus ternyata masih adanya pemerintah daerah yang memiliki kekurangan atau bahkan ketidakmampuan dalam mengimpelementasikan kewenangan yang dimilikinya.

Kebijakan desentralisasi memberikan pengaruh pada ranah politik, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Perilaku elit politik lokal pada akhirnya akan memberikan pengaruh pada masyarakat pemilih. Kondisi ini akan memungkinkan munculnya konflik vertikal maupun horisontal jika tidak mendapatkan penanganan secara maksimal melalui suatu pola pendekatan yang tepat dan relevan. Besarnya kewenangan dalam berotonomi jangan menjadi suatu bumerang dalam katatanegaraan kita. Para elit sudah seyogyanya untuk menerapkan mekanisme dan sistem politik santun yang merupakan cerminan dalam berdemokrasi.
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NASIONALISME ORDE BARU

DALAM KERANGKA DEMOKRASI

Muhammad Hairul Shaleh

Abstrak
Nasionalisme orde baru adalah fenomena yang memiliki karakter tersendiri dalam perjalanan sejarah Indonesia. Betapa tidak, fakta sejarah menunjukkan bahwa tafsiran nasionalisme yang dikembangkan oleh orde baru telah membawa rezim ini berkuasa selama 32 tahun. Rezim orde baru telah melakukan distorsi makna nasionalisme dari nasionalisme humanis Soekarno menjadi nasionalisme elit Soeharto. Makna nasionalisme dalam arti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial berubah menjadi nasionalisme yang dimaknai sebagai ketaatan dan ketundukan atas penguasa.
Keyword : Nasionalisme, Demokrasi

I. PENDAHULUAN

Nasionalisme merupakan ideologi yang sifatnya universal dan tiap-tiap negara memiliki konsep tersendiri tentang nasionalisme. Nasionalisme Barat dengan faham individualismenya jelas tidak akan sama dengan nasionalisme yang ada di Indonesia misalnya. Sebagai pengantar penulis akan mengutip pendapat beberapa kalangan tentang nasionalisme. Ada kalangan melihat bahwa nasionalisme bukanlah suatu konsep atau fenomena yang lahir secara sendiri, melainkan sangat terkait dengan konsep bangsa (nation)/ negara dan kewarganegaraan/ kebangsaan. Dalam studi ilmu politik, pembahasan mengenai nasionalisme tidak lepas dari nation itu sendiri. Ernest Renan dalam tulisannya yang terkenal What is Nation? mengemukakan bahwa nation adalah jiwa dan prinsip spiritual yang menjadi sebuah ikatan bersama, baik dalam hal kebersamaan maupun pengorbanan. Selanjutnya dari pemikiran Ernest inilah kemudian mempengaruhi alur berpikir para pemikir-pemikir sesudahnya dalam melihat dan memaknai konsep nasionalisme. 

Salah satunya adalah Ben Anderson (1999:7), yang terkenal dengan konsep imagined communities atau komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inhern sekaligus berkedaulatan. Imagined communities menjadi cikal bakal munculnya konsep nasionalisme. Nasion atau bangsa adalah hasil dari imajinasi orang-orang yang membayangkan mereka berada dalam suatu negara dan merasakan persamaan nasib serta mitos tentang masa lampau bersama yang jaya. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa apabila nasion adalah suatu yang imagined, maka nasionalisme adalah suatu ideologi yang menyelimuti imajinasi itu. Sebagaimana halnya imajinasi itu, maka nasionalisme pun akan mengalami kemerosotan apabila terjadi distorsi yang disebabkan oleh faktor-faktor lain dalam sebuah negara-bangsa semakin meningkat.

Berangkat dari pemahaman di atas, maka konsep nasionalisme yang dikembangkan oleh Anderson akan menjadi sandaran untuk mengulas nasionalisme dalam konteks Indonesia. Penulis tidak akan memusatkan perhatian pada pembahasan mengenai sejarah munculnya nasionalisme, bahkan ikut-ikutan berpolemik tentang arti nasionalisme, meskipun memang konsep nasionalisme adalah salah satu paham yang paling banyak diperdebatkan sejak Revolusi Prancis sampai sekarang, bahkan ratusan buku sudah ditulis orang dalam berbagai bahasa mengupas arti nasionalisme. 

II. PERMASALAHAN

Tulisan ini akan mengkaji  bagaimana ”nasib” nasionalisme yang dianggap sebagai suatu roh untuk mencapai kebebasan di tangan orde baru dalam kerangka demokrasi? bagaimana nasionalisme Indonesia mengalami kemerosotan makna akibat manipulasi yang dilakukan oleh rejim orde baru. Fenomena yang muncul sekarang dan menarik untuk dikaji lebih mendalam adalah ketika makna nasionalisme yang kita bangga-banggakan selama ini mulai melemah. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa hal ini terjadi? Apa yang telah diperjuangkan lima dasawarsa yang lalu menjadi tak lebih dari sekedar sejarah saja. Seakan-akan tidak ada usaha untuk memperjuangkan dan mempertahankan. Analoginya hampir sama dengan sebagian mahasiswa yang menyelesaikan tugas dari dosen, tiada pemahaman mendalam, penjiwaan, dan pemaknaan. Seketika nasionalisme hanya menjadi kata-kata di bibir saja.
III. PEMBAHASAN

A. Nasionalime sebagai Kajian Politik

Nasionalisme sebagai ideologi negara-bangsa modern sudah sejak lama menjadi kajian, utamanya dalam bidang ilmu politik. Dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, nasionalisme merupakan produk dari sejarah bangsa itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo (1999: 64) bahwa nasionalisme sebagai fenomena historis, timbul sebagai jawaban terhadap kondisi-kondisi historis, politik ekonomi, dan sosial tertentu. Kondisi-kondisi yang dimaksudkan adalah munculnya kolonialisme dari suatu negara terhadap negara lainnya. Hal ini terjadi karena nasionalisme itu sendiri muncul sebagai sebuah reaksi terhadap kolonialisme, reaksi yang berasal dari sistem eksploitasi yang selalu menimbulkan pertentangan kepentingan secara terus menerus.

Berbeda dengan nasionalisme Barat yang menjurus pada kepada pemahaman nasionalisme sempit yang membenci bangsa/sukubangsa lain, menganggap bangsa/sukubangsa sendirilah yang paling bagus dan unggul sesuai dengan individualisme Barat, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang anti kolonialis, anti penindasan satu bangsa atas bangsa lain, satu kelompok atas kelompok yang lain. Nasionalisme Indonesia bukan merupakan nasionalisme satu bangsa atau satu kaum, tapi melampaui batasan etnis, ras, suku, dan agama. Hal yang sama dikemukakan oleh Kantaprawira, menurutnya bahwa substansi nasionalisme Indonesia mempunyai dua unsur, pertama, kesadaran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku, etnik, dan agama. Kedua kesadaran bersama bangsa dalam menghapuskan segala bentuk penjajahan dan penindasan dari bumi Indonesia. Kalau kita mengacu pada konsep ini, maka Semangat dari dua substansi tersebut dapat dilihat dari cerminan yang ada dalam Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945. Dalam teks Proklamasi Kemerdekaan jelas dinyatakan bahwa “atas nama bangsa Indonesia” sedangkan dalam Pembukaan UUD1945 sangat tegas dinyatakan “segala bentuk penjajahan dan penindasan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dalam lapangan politik, nasionalisme mencapai titik puncaknya pada pernyataan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Melalui deklarasi kemerdekaan politik ini, pintu gerbang menuju kemerdekaan bidang ekonomi dan sosial budaya terbuka.

Sehubungan dengan hal itu, Sartono Kartodirjo (1999) memberikan pemahamannya tentang nasionalisme dengan mengemukakan lima prinsip nasionalisme yang perlu ditanamkan dalam jiwa, yaitu kesatuan (unity), kebebasan (liberty), kesamaan (equality), kepribadian (personality), dan prestasi (performance). Lebih lanjut Sartono mengungkapkan bahwa membudayakan yang terkandung dalam kelima prinsip nasionalisme tidak mungkin terwujud dalam satu generasi, apalagi kalau diingat bahwa titik tolak kita adalah masyarakat yang pluralistik serta multi kompleks. Prinsip kesatuan yang perlu direlaisasikan menuntut suatu proses integrasi, baik teritorial, geo-politik, sosio-ekonomi dan sebagainya.
B. Nasionalisme Soekarno dan Hatta

Untuk dapat menjelaskan nasionalisme orde baru, sebagai bahan perbandingan, berikut penulis akan menggambarkan bagaimana nasionalisme Soekarno dengan nasionalisme humanisnya yang berakar pada nation building dan Hatta dengan nasionalisme yang berakar pada state building. Soekarno mempunyai gagasan nasionalisme sebagai ideologi bangsa yang diabadikan untuk proyek nation building. Bangsa menurut Soekarno, lebih didasarkan pada nasionalisme yang longgar, luhur; nasionalisme yang mementingkan kesejahteraan manusia Indonesia dan mengutamakan persahabatan dengan semua kelompok. 

Hal ini dapat dilihat dari gegap gempita pidato akbar Soekarno yang menentang agen Neokolim. Lebih lanjut Soekarno mengemukakan bahwa nasionalisme bermakna pembangunan karakter negara-bangsa yang anti imperialisme dan kolonialisme Barat, sekaligus mencintai perdamaian. Imperialisme inilah yang diyakini oleh Soekarno sebagai penyebab masyarakat dan negara-negara dunia ketiga sulit keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kritik terhadap nasionalisme Barat inilah yang kemudian memunculkan gagasan utama yang oleh Tajuddin Noer Effendi disebut sebagai nasionalisme humanis Bung Karno.
Nasionalisme humanis dibangun atas dasar prinsip, setiap bangsa mampu memberikan sumbangan dalam menegakkan harkat dan martabat manusia, serta untuk mengembangkan nilai-nilai humanisme sesuai dengan karakteristik dan sifat-sifat bangsa. Nilai humanisme yang menjadi garis besar pemikiran Soekarno dapat ditelusuri dari berbagai tulisan bahwa dasar pemikiran Soekarno sarat dengan muatan nilai-nilai kemanusiaan hakiki yang bersifat universal. Prinsip utama (asas) pemikiran bersumber pada tuntutan hati/budi nurani manusia (the social consiciense of man). Tidak mengherankan bila Soekarno muda dari awal berjuang senantiasa menegaskan tuntutan revolusi rakyat Indonesia, dalam artian tidak hanya merdeka imprealisme dan kolonialisme, tapi lebih dari itu memperjuangkan kebebasan sesuai dengan kodrat manusia (hak asasi manusia). Kutipan salah satu pidato Soekarno ini “…bahwa semboyan kita adalah freedom to be free, bebas untuk merdeka. Buat apa freedom of speech, freedom of creed, freedom from want, freedom of form fear, jikalau tidak ada kebebasan untuk merdeka”, dapat dimaknai bahwa perjuangan rakyat Indonesia tidak hanya sebatas merebut kemerdekaan dari kolonial, tetapi juga sebuah perjuangan aspirasi kemanusiaan yang di dalamnya terkandung perjuangan untuk menegakkan harkat dan martabat manusia. Sehingga tidak mengherankan kalau perjuangan Soekarno adalah pembebasan anak manusia dari segala macam bentuk penindasan dan ketidakadilan. Pendekatan humanistik ini sejalan dengan apa yang menurut Cak Nur disebut dengan upaya kemaslahatan manusia. Rujukan yang sering dipakai oleh Cak Nur adalah anjuran Arnold Toynbee, sebagai berikut : “dengan maksud untuk menyelamatkan manusia, kita harus belajar hidup bersama dalam kedamaian meskipun berbeda agama, peradaban bangsa, kelas, dan ras….” (Toynbee, dalam Ridwan, 2002: 104).

Melalui asas marhaenisme yang menjadi spirit perjuangan Soekarno, dapat dilihat bahwa marhaenisme sarat dengan nuansa untuk memperjuangkan kepentingan kaum tertindas dengan upaya menghapuskan pemerasan dan mempersatukan semua golongan yang tertindas (marhaen). Mempersatukan kekuatan semua golongan tertindas yang anti imperialis dan kapitalis diletakkan sebagai pilar utama untuk memperjuangkan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun pada kenyataannya sampai Soekarno lengser dari tahtanya tahun 1967, nasionalisme humanisme yang menjadi gagasan utamanya belum sepenuhnya tercapai.

Kalau Soekarno mempunyai gagasan nasionalisme nation building, Hatta malah berbeda dengan Soekarno. Hatta mempunyai gagasan tentang nasionalisme yang ingin melakukan state building dengan memanfaatkan nation state yang ditinggalkan oleh kaum kolonial dan mau diatur dengan cara-cara konstitusional. Meskipun kedua founding fathers tersebut berbeda di dalam menafsirkan nasionalisme, namun kenyataannya mereka memiliki kesamaan dalam cita-cita untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera terlepas dari kolonialisme penjajah (Barat).

C. Nasionalisme Soeharto

Arrochman (2001), berpandangan agak sulit untuk mendefinisikan nasionalisme rejim Soeharto karena dalam prakteknya rejim ini tidak menganut nasionalisme yang bisa disandingkan dengan nasionalisme versi Soekarno dan Hatta. Meskipun sama seperti rejim sebelumnya, rejim Soeharto juga mengkampanyekan tentang pentingnya nasionalisme. Namun kenyataannya, nasionalisme yang dibangun adalah nasionalisme yang jauh dariu anti imperielisme dan penindasan. Rejim ini membuat konsep nasionalisme menurut versi Soeharto. Menurut Rocky Gerung (2001) nasionalisme rejim Soeharto tidak lebih sebagai peralatan politik, semacam ”kotak politik” yang dibawa ke sana kemari. Kotak Politik yang di dalamnya ada Pancasila, dwi fungsi ABRI, P-4, konsepsi negara integralistik dan sebagainya. Semua digunakan untuk memperbaiki, merawat, dan memaksimalkan performance mesin politik rejim Soeharto. 

Untuk lebih jelasnya akan kita lihat beberapa ciri nasionalisme yang diusung oleh rejim orde baru. Pertama, ia bergerak di bawah kawalan orang-orang bersenjata, yakni militer (ABRI), sehingga kedudukan kelompok bersenjata ini lebih dominan ketimbang kelompok tidak bersenjata (sipil). Makanya bisa dikatakan bahwa nasionalisme orde baru adalah nasionalisme militeristik.

Kedua,  pada masa rejim orde baru, nasionalisme direduksi sedemikian rupa menjadi sekedar kedaulatan teritorial  (dari Sabang sampai Merauke). Tidak peduli apakah di dalam teritori itu, kedaulatan politik, ekonomi dan budaya misalnya telah hilang. Nasionalisme menjadi sangat sensitif apalagi ketika dikaitkan dengan isu  disintegrasi dari salah satu titik wilayah republik ini. Atas nama kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak peduli jika darah harus berceceran. Tengoklah ketika rakyat Aceh, Papua, dan Timor Timur (pada waktu itu) menuntut keadilan, mereka dihadapi dengan bayonet. Melalui operasi DOM mereka diburu sampai ke hutan-hutan karena dicap sebagai pemberontak dan separatis.  

Ketiga, nasionalisme orde baru berkaitan erat dengan kepentingan dan keistimewaan elite penguasa. Segala sesuatu yang bertentangan dan menggerogoti kepentingan elit berarti mengancam keutuhan nasional. Karena di puncak piramida bercokol seorang Soeharto, maka  kritik terhadap Soeharto adalah kritik terhadap nasionalisme itu sendiri. Mereka yang mengkritik disebut tidak nasionalis, anti Pancasila, dan anti pembangunan. Selanjutnya banyak diantara mereka yang dimasukkan ke dalam penjara tanpa melalui proses hukum karena dianggap sebagai penghasut rakyat dan  pembangkang.

Sebagai akumulasi dari ketiga hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nasionalisme Soeharto adalah nasionalisme yang anti bangsa sendiri, nasionalisme yang anti rakyat. Ini bisa dilihat dari bagaimana rejim ini mendefinisikan tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari dalam sebagai sesuatu yang dominan ketimbang yang datang dari luar. Istilah yang sering digunakan adalah bahaya laten. Jadi tidak mengherankan kalau seluruh aparatur negara pada saat itu seperti, militer, birokrasi dan organisasi massa didesain untuk memata-matai dan menjadi barisan terdepan dalam melumpuhkan kekuatan rakyat. 

Selain itu nasionalisme hanya ada pada ruang-ruang kelas penataran P-4, sehingga makna nasionalisme diukur dari sertifikat P-4 yang dimiliki oleh seseorang. Semakin sering seseorang mengikuti penataran, maka otomatis dianggap memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Tafsir lain yang diajarkan dan diberikan rejim Soeharto tentang nasionalisme adalah begitu mudah orang dianggap mempunyai jiwa dan semangat nasionalisme sejati apabila selalu tunduk dan patuh serta tidak pernah menentang kebijakan pemerintah orde baru. Bagi yang tidak patuh akan dicap tidak memiliki jiwa nasionalisme dan tidak pancasilais.

D. Manipulasi Makna Nasionalisme Oleh Rejim Soeharto

Di atas telah digambarkan bahwa ada perbedaan implementasi signifikan atas makna nasionalisme oleh rejim Soekarno dengan nasionalisme humanisnya dan rejim Soeharto dengan nasionalisme elitnya. Menurut hemat penulis makna nasionalisme dengan nilai-nilai kesetaraan, kemandirian, solidaritas, dan keadilan sosial yang inhern melekat yang dibangun oleh rejim Soekarno telah mengalami distorsi ketika rejim Soeharto memegang tampuk kepemimpinan nasional.

YB. Mangunwijaya (Gusmian, 2004: 242) nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme ala Inggris, Prancis, Jepang sebelum Perang Dunia II, Italia era Mussolini atau Jerman era Hitler yang dimaknai right or wrong, my country is always right. Dengan demikian apa yang sebenarnya dimaksud dengan nasionalisme Indonesia bagi Mangunwijaya adalah keinginan untuk terlibat dalam pembebasan orang-orang kecil di Indonesia dari eksploitasi kaum kuasa-kaya dalam segala bentuk oleh siapa pun, termasuk oleh oknum bangsa Indonesia sendiri. Pembebasan dan pemerdekaan tersebut dimaknai sebagai sebuah strategi yang secara manusiawi dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan secara luas kepada seluruh rakyat tanpa membedakan ras, suku, bangsa, dan agama.

Namun potret rejim Soeharto telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita telaah bersama dalam melihat distorsi makna nasionalisme yang terjadi pada masa ini. Amanat kemanusiaan yang ada dalam bangunan nasionalisme Indonesia, oleh penguasa secara politis diplintir maknanya (Gusmian, 2004: 244) untuk melanggengkan kepentingan dan kekuasaannya. Masyarakat yang berharap telah lepas dari belenggu penjajahan malah masuk pada penjajahan ”model baru” yang menempatkan masyarakat sebagai obyek yang tidak lagi terjajah secara fisik, tapi tertindas secara batin.

Kita menyaksikan bagaimana kebebasan rakyat telah dijinakkan dengan politik manipulasi demi kelanggengan kekuasaan. Kekuasaan dengan sengaja ditempatkan tidak lebih dari apa yang oleh JF. Lyotard disebut sebagai ajang permainan keadilan (justice game), hukum sebagai ajang permainan bahasa (language game), dan aturan main hukum dipermainkan (rules of play). Fasisme baru muncul dalam struktur kekuasaan. Otoriterisme dan sentralisme menjadi logika politik kekuasaan. 

Dalam hal ini, demokrasi yang menjadi titik tolak negara untuk mencapai tujuan hanyalah sekedar isapan jempol belaka. Pola-pola pemaksaan terhadap masyarakat dengan slogan ”Pancasila sebagai satu-satunya azas ideologi bangsa” menjadi alat yang ampuh untuk melakukan pemaksaan kepada masyarakat. Apa yang pernah dikemukakan oleh Karl Marx bahwa ideologi adalah alat kekuasaan yang dapat melahirkan hegemoni politik menjadi realita dalam pola kepemimpinan Soeharto.

Maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi budaya dalam struktur kekuasaan dan birokrasi yang kemudian menjadi bentuk penjajahan baru di bumi Indonesia oleh orang Indonesia sendiri. Rakyat diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya, tidak diberi kepastian hukum, tidak ada perlindungan hak, dan tidak dihargainya aspirasi mereka. Rakyat akhirnya menjadi jinak dan tunduk kepada penguasa. Dalam hal ini, pemerintah orde baru telah melakukan praktek hegemoni negara atas rakyatnya seperti kata Gramsci. Hegemoni menurut Gramsci merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik, dalam terminologinya disebut’momen’ dimana falsafah danpraktek sosial menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perorangan. Pengaruh dan spirit ini berbentuk moralitas, adapt, religi,prinsip-prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan Negara sebagai klas diktator. Masa inilah yang sering diklaim sebagai era tidak demokratis (bahkan anti-demokrasi). Oleh karena itu menjadi jelas bahwa sumber keretakan bangunan nasionalisme Indonesia terjadi ketika rejim orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto berkuasa.

Ada banyak anggapan bahwa ketika kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, dan kebebasan untuk memilih sudah ada, keadaan ini sudah demokratis. Namun dibalik semua itu ada beberapa hal yang tidak pernah terwujud diantaranya kesetaraan dan keadilan sosial menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam melihat demokrasi terdapat dua pendapat yang berbeda, yakni demokrasi sebagai tujuan dan demokrasi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini penulis memposisikan diri dengan kelompok yang melihat demokrasi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Penulis setuju dengan pendapat Robikin Emhas (dalam Arif, 2006: 81) yang menyatakan bahwa tujuan pokok dari ide demokrasi adalah walfere state atau kesejahteraan rakyat. Sehingga dalam konteks ini demokrasi bukanlah suatu tujuan, tapi merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan (tujuan). meskipun disadari bahwa demokrasi adalah cara yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam prosesnya. Anda boleh setuju atau tidak dengan pendapat ini. Namun yang jelas makna nasionalisme yang dibangun oleh rejim orde baru dengan ukuran bahwa seseorang dikatakan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi ketika ketaatan dan kepatuhan atas kebijakan pemerintah dilaksanakan tanpa upaya untuk menentangnya telah “menghancurkan” sendi-sendi demokrasi yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. 

Dalam upaya meraih demokrasi dan kesejahteraan rakyat, nasionalisme Indonesia mesti kita pancangkan sebagai gerakan anti penjajahan dan ketidakadilan tanpa harus disekat dengan etnis, suku, dan agama. Nasionalisme seharusnya dijadikan sarana untuk memperjuangkan kepentingan nasional bukan untuk kepentingan segelintir orang. Arif Budiman dalam sebuah tulisannya pernah mengemukakan bahwa rumusan umum nasionalisme adalah tatkala semua pihak mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya.

Kalau demikian adanya, berarti inti dari nasionalisme adalah penghormatan atas hak-hak individu dan bukan atas alasan negara, agama, suku, ras, budaya dan lain-lain. Mungkin bukan musimnya lagi kita menganut nasionalisme ala class of the civilization, seperti kata Fukuyama, tapi lebih mengarah kepada the borderless nation bahwa nantinya kita tidak lagi dibatasi oleh yang namanya geografis negara sebagai bentuk nasionalisme yang berdasarkan negara, agama, suku atau apapun, tetapi lebih pada nasionalisme karena persamaan kepentingan, nasib, tujuan, kesetaraan, dan keadilan sosial yang bisa jadi lebih kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.

Dari gambaran di atas, dapat kita garis bawahi bahwa nasib nasionalisme Indonesia memang telah mengalami distorsi makna dengan upaya manipulasi ketika rejim Soeharto berkuasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Arif Budiman bahwa nasionalisme memang rentan terhadap manipulasi. Meskipun demikian dalam negara Indonesia bukan hanya nasionalisme yang rentan terhadap manipulasi, hukum, keadilan, dan demokrasi pun sarat dengan praktek manipulasi. Akhirnya kata kunci yang dapat kita tarik adalah nasionalisme merupakan sesuatu yang fleksibel yang kadang-kadang dipakai untuk diri sendiri dan kroninya (orde baru) dan bisa juga dipakai untuk kepentingan bangsa seluruhnya. Sehingga menganalisa nasionalisme harus dilihat pada situasi, tempat, waktu serta siapa yang menggunakan. Kerentanan yang terjadi harus dipandang sebagai konsekuensi atau akibat dari proses demokrasi yang belum mantap serta masih kuatnya budaya orde baru yang masih tetap eksis hampir di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

IV. PENUTUP

Berbicara tentang nasionalisme Indonesia, maka tidak salah kalau kita kembali membuka sejarah tentang berdirinya bangsa ini. Nasionalisme humanis yang dijadikan gagasan pokok oleh Soekarno dalam upayanya membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nilai kebebasan, keadilan sosial, dan kesetaraan yang menjadi sendi dari sebuah demokrasi untuk menciptakan perdamaian dunia serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, harus berbalik arah setelah bergantinya rejim orde lama ke orde baru.

Makna nasionalisme dalam arti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial berubah menjadi nasionalisme yang dimaknai sebagai ketaatan dan ketundukan atas penguasa. Orang begitu mudah diklaim mempunyai jiwa dan semangat nasionalisme ketika memperlihatkan sertifikat P-4 yang dimilikinya. Keadaan ini membuktikan bahwa amanat kemanusiaan yang ada dalam jiwa nasionalisme diplintir oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Akhirnya untuk menata nasionalisme baru Indonesia diperlukan wahana untuk mengusung partisipasi kualitatif masyarakat untuk mencapai civil society. Dengan demikian, semestinya ke depan kita harus membenahi kembali anyaman sejarah bangsa yang terkoyak di beberapa bagian. Membangun kembali keindahan sejarah melalui jalinan harmonis seluruh kekuatan bangsa. Dengan mendekonstruksi keindonesia kita yang lebih baik akan menciptakan sebuah iklim demokrasi yang berpihak pada rakyat, bukan pada penguasa.
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ABSTRACT

The aims of the research was to analyze of farmer’s income and prosperity level in Rapak Lambur Village of Tenggarong District.  The research was done during 3 months from October to December 2006 in Rapak Lambur of Tenggarong District. 
Sample were taken by using non proportional random sampling method base on the stratification of farmer group.Analysis of farmer’s income by using formula : total revenue minus total cost, and farmers prosperity level by using minimum standard life need against nine items of basic life needs combined with poverty line for rural region determined by BPS East Kalimantan.

The results of the research showed that : (1) income’s farmer in average was Rp 2.473.542,-; and (2) analysis minimum standard life need showed farmers were categorized into close to poor. Income has passed value of poverty line for rural region in East Kalimantan which determined by BPS means consideredable as sufficient.

Keywords :  Income, Prosperity Level, and Lowland Rice Farmer

I. PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dalam perekonomian nasional disebabkan sektor ini sumber utama kehidupan dan pendapatan masyarakat tani, penyedia kebutuhan pangan rakyat, penghasil bahan mentah dan bahan baku industri pengolahan, penyedia lapangan kerja dan lapangan usaha, sumber penghasil devisa negara dan salah satu unsur pelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan sektor pertanian saat ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dant taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta mengisi dan memperluas pasar dalam negeri dan internasional melalui pertanian yang maju dan tangguh, efektif serta efisien.

Beras merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, oleh karena itu pembudidayaan tanaman padi perlu mendapatkan perhatian; Beras digunakan sebagai salah satu indikator garis kemiskinan atau ambang batas kecukupan.

Di Kalimantan Timur, jumlah penduduk pada tahun 2005 adalah 2.774.150 jiwa dengan kebutuhan konsumsi per kapita sebesar 126 kg per tahun (BPS, 2006), sedangkan ketersediaan besar untuk konsumsi hanya sebesar 349.654 ton, sehingga masih kekurangan beras sebesar 67.627 ton.  Keadaan ini menyebabkan pemenuhan kebututhan besar Kaltim berbantung pada mekanisme pasar dan stok dari Pulau Jawa dan Sulawesi serta impor beras (Kaltim Post, 2006).

Desa Rapak Lambur yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jumlah penduduk 2.759 jiwa dengan 600 Kepala Keluarga, sebanyak 98,12% (2.707 jiwa) diantaranya mempunyai mata pencaharian sebagai petani dengan tanaman padi sawah sebagai komoditas utama.

II. PERMASALAHAN

Desa Rapak Lambur yang mayoritas penduduknya sebanyak 98,12 persen  mempunyai mata pencaharian sebagai petani dengan tanaman padi sawah sebagai komoditas utama. Penelitian ini akan menganalisis tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani padi sawah di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Tenggarong.

III.METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong,  Kutai Kartanegara pada bulan Oktober s.d Desember 2006. Pengambilan sampel dilakukan unproportional stratified random sampling. Di lokasi penelitian terdapat 286 petani padi sawah dan diambil sampel sebanyak 35 KK atau 12,35% dari populasi. Data diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian.  
Analisis Data dilakukan dengan ukuran sebagai berikut : 1) Penerimaan : TR = P x Q (Keterang:  TR = total revenue atau total penerimaan; P = harga; dan Q = jumlah produksi (Soedarsono, 1991). 2)  Pendapatan : I = TR – TC (Keterangan: I = Income ; TR = Total Revenue ; dan TC=  Total Cost) (Mosher 1991). 3)  Tingkat kesejahteraan, digunakan standar kebutuhan hidup minimum untuk keperluan sembako menurut Bappeda Propinsi Kaltim ((2001).  
Jumlah konsumsi kebutuhan minimum per kapita untuk sembako di Kalimantan Timur seperti disajikan pada Tabel 1. Cara memperoleh nilai standar kebutuhan minimum adalah dengan menetapkan jumlah kebutuhan minimum atas sembako dikalikan dengan harga satuannya yang berlaku setempat pada tahun penelitian.   

Tabel 1.  Jumlah Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)per Tahun Di Wilayah Pedesaan Propinsi Kalimantan Timur  

	Nomor
	Kebutuhan
	Jumlah minimum per kapita per tahun

	1
	Beras
	145 kg

	2
	Ikan Asin
	15 kg

	3
	Gula Pasir
	6 kg

	4
	Garam
	12 kg

	5
	Minyak Goreng
	6 liter

	6
	Minyak Tanah
	65 liter

	7
	Sabun
	20 batang

	8
	Tekstil Kasar
	4 m

	9
	Batik Kasar
	2 lembar


Sumber : Bappeda Propinsi Kaltim (2001)

Berdasarkan jumlah nilai standar KHM dibandingkan dengan pendapatan per kapita selama 1 tahun dibuat suatu klasifikasi tingkat kemiskinan, yaitu sebagai berikut :  

1. Miskin sekali (MS) apabila pendapatan per kapita < 75% dari KHM;

2. Miskin (M) apabila pendapatan per kapita 75-125% dari KHM;

3. Hampir Miskin (HM) apabila pendapatan per kapita 125-200% KHM;
4. Tidak miskin (TM) Miskin (M) apabila pendapatan per kapita berkisar di atas 200% dari KHM.

Menurut BPS Kaltim (2004) menjelaskan argumen kesejahteraan dengan menetapkan batas kemiskinan di Kaltim , yaitu untuk wilayah perkotaan sebesar Rp 1.965.780 per kapita per tahun, dan untuk wilayah pedesaan sebesar Rp 1.745.520 per kapita per tahun. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Desa Rapak Lambur merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah desa sebesar 3.300 hektar. Jarak desa dengan pusat pemerintahan Kecamatan Tenggarong sejauh 10 km dan jarak dengan ibukota Propinsi Kalimantan Timur sejauh 46 km.

Jumlah penduduk desa Rapak Lambur berdasarkan data bulan Januari 2005 adalah sebanyak 600 kepala keluarga dan 2.759 jiwa, yang terdiri atas 1.480 jiwa laki-laki (53,64%) dan 1.279 jiwa wanita (46,36%). Klasifikasi penduduk berdasarkan mata pencaharian, yaitu : petani sebanyak 1.319 jiwa (47,81%), pedagang sebanyak 20 jiwa (0,72%), PNS sebanyak 5 jiwa (0,18%) dan belum bekerja sebanyak 1.415 jiwa (51,29%).

B.  Karakteristik Responden

Data karakteristik responden pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa sebagai besar responden (petani) termasuk dalam kelompok umur yang produktif sehingga masih potensial untuk mengembangkan usahanya.  Di samping itu responden (petani) telah mengecap pendidikan formal, sehingga mudah untuk menerima masukan untuk inovasi. Untuk jumlah tanggungan, kebanyakan responden mempunyai jumlah tanggungan 3-4 jiwa, namun masih dikategorikan dalam keluarga kecil.

Tabel 2.  Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Tanggungan

	Nomor
	Klasifikasi Berdasarkan Umur

	
	Interval Umur
	Jumlah (Jiwa)
	Persentase (%)

	1
	20 – 29 tahun
	7
	20,00

	2
	30 – 39 tahun
	12
	34.29

	3
	40 – 49 tahun
	9
	25,71

	4
	50 – 59 tahun
	5
	14,29

	5
	> 60 tahun
	2
	5,71

	Nomor
	Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

	
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah (Jiwa)
	Persentase (%)

	1
	Tidak tamat SD
	-
	

	2
	Tamat SD
	17
	48,57

	3
	Tamat SLTP
	14
	40,00

	4
	Tamat SLTA
	4
	11,43

	Nomor
	Klasifikasi Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

	
	Jumlah Tanggungan
	Jumlah (Jiwa)
	Persentase (%)

	1
	1-2 jiwa
	5
	14,29

	2
	3-4 jiwa
	30
	85,71

	3
	5-6 jiwa
	-
	


Sumber : Data Primer yang Diolah

C.  Gambaran Umum Usahatani Padi Sawah

Penanaman padi sawah di Desa Rapak Lambur dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada musim tanam pertama pada bulan April – Juni, dan musim tanam kedua berlangsung pada bulan Oktober – Januari.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam usaha tani padi sawah, yaitu sebagai berikut : (1) pengolahan lahan, (2) persemaian, (3) penanaman, (4) pemeliharaan tanaman yang meliputi : pemupukan, penyiangan, pengairan, pengendalian hama-penyakit, (5) panen dan pasca panen, dan (7) pemasaran 
D.  Biaya Produksi

Biaya produksi, meliputi : biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan peralatan, dan biaya lain-lainnya.

a. Biaya sarana produksi

Biaya sarana produksi meliputi : (1) biaya yang dikeluarkan petani untuk membeli benih adalah sebesar Rp 2.875.000 dengan rata-rata Rp 81.750 per responden atau Rp 125.000 per hektar; (2) biaya yang dikeluarkan petani untuk membeli pupuk urea, SP-36 dan KCl adalah sebesar Rp 16.387.500 dengan rata-rata Rp 4.666.875 per responden atau Rp 712.500 per hektar; dan (3) biaya yang dikeluarkan petani untuk membeli pestisida Furadan, Matador dan Gramoxon adalah sebesar Rp 7.922.500 dengan rata-rata Rp 226.625 per responden atau Rp 340.914 per hektar.   Jumlah total biaya untuk pembelian sarana produksi adalah Rp 27.185.000 dengan rata-rata Rp 775.187,5 per responden atau Rp 1.180.757 per hektar.

b.  Biaya tenaga kerja

Biaya tenaga kerja dihitung selama satu kali musim tanam, yang meliputi : biaya persiapan lahan, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan.  Tenaga kerja diperhitungkan dalam pendapatan usaha tani dan dinilai dengan staandar upah tenaga kerja yang berlaku di lokasi penelitian, yaitu sebesar Rp 30.000 per hari.  Jumlah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 39.755.100 dengan rata-rata Rp 1.130.937 per responden atau sebesar Rp 1.804.849 per hektar.

c.  Biaya penyusutan alat

Biaya penyusutan alat yang dikeluarkan adalah biaya penyusutan aalat-alat pertanian yang meliputi cangkul, arit, parang dan sprayer. Jumlah biaya untuk penyusutan peralatan yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 1.122.875 dengan rata-rata Rp 32.034 per responden atau sebesar Rp 52.029 per hektar.

d.  Biaya lain-lain

Biaya lain-lain yang diperhitungkan adalah biaya sewa alat seperti traktor, mesin perontok dan penggilingan padi. Jumlah biaya lain-lain yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 36.050.000 dengan rata-rata Rp 1.028.500 per responden atau sebesar Rp 1.582.850 per hektar.

Secara keseluruhan total biaya yang dikeluarkan petani untuk biaya sarana produksi adalah sebesar Rp 104.112.975 dengan rata-rata Rp 2.966.658 per responden atau Rp 4.620.484 per hektar.

E.  Produksi, Nilai Produksi dan Pendapatan 

Jumlah produksi padi atau gabah yang dihasilkan dari seluruh responden adalah sebesar 99.000 kg dengan rata-rata 2.826 kg per responden atau 4.333 kg per hektar, Kalau dinyatakan dalam bentuk beras adalah sebesar 31.865 kg dengan rata-rata 1.814 kg per responden atau 2.792 kg per hektar.  

Jumlah penerimaan yang diperoleh responden sebesar 190.110.000 dengan rata-rata Rp 5.440.200 per responden atau Rp 8.373.900 per hektar, sehingga jumlah pendapatan responden adalah sebesar sebesar Rp 85.996.975 dengan rata-rata Rp 2.473.542 per responden atau Rp 3.753.416 per hektar.   
F.  Analisis Tingkat Kesejahteraan

Analisis tingkat kesejahteraan para petani didasarkan pendapatan per kapita petani dibandingkan dengan jumlah kebutuhan hidup minimum per kapita per tahun terhadap kebutuhan sembako.  Jumlah kebutuhan hidup minimum per kapita per tahun di Desa Rapak Lambur disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.  Jumlah Kebutuhan Minimum per Kapita per Tahun Di Desa Rapak Lambur Tahun 2005

	No
	Kebutuhan
	Jumlah minimum per kapita per tahun
	Harga per Satuan (Rp)
	Jumlah (Rp)

	1
	Beras
	145 kg
	3.000
	435.000

	2
	Ikan Asin
	15 kg
	12.000
	180.000

	3
	Gula Pasir
	6 kg
	8.000
	48.000

	4
	Garam
	12 kg
	5.000
	60.000

	5
	Minyak Goreng
	6 liter
	8.000
	48.000

	6
	Minyak Tanah
	65 liter
	1.300
	84.500

	7
	Sabun
	20 batang
	3.000
	60.000

	8
	Tekstil Kasar
	4 m
	45.000
	180.000

	9
	Batik Kasar
	2 lembar
	65.000
	130.000

	JUMLAH
	1.225.500


Sumber : Data Primer yang Diolah

 Berpatokan pada jumlah nilai standar kebutuhan hidup minimum yang telah diperoleh sebesar Rp 1.225.000, maka klasifikasi tingkat kesejahteraan dapat digambarkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan Berdasarkan Kebutuhan Hidup Minimum Di Desa Rapak Lambur

	Nomor
	Indikator Pembanding Pendapatan (Nilai Standar Kebutuhan Hidup x Persentase)
	Kategori

	1
	Bila pendapatan < 75% kebutuhan hidup minimum (setara < Rp 919.215
	Miskin Sekali (MS)

	2
	Bila pendapatan 75-125% kebutuhan hidup minimum (setara Rp 919.215 – Rp 1.531.875)
	Miskin (M)

	3
	Bila pendapatan 125-200% kebutuhan hidup minimum (setara Rp 1.531.875 – Rp 2.451.000)
	Hampir Miskin (HM)

	4
	Bila pendapatan > 200% kebutuhan hidup minimum (setara > Rp 2.451.000)
	Tidak Miskin (TM)


Sumber : Data Primer yang Diolah

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata responden (petani sawah) di Desa Rampak Lambur adalah sebesar Rp 2.473.542, yang berarti berada pada kategori tingkat kesejahteraan petani hampir miskin (Bila pendapatan 125-200% kebutuhan hidup minimum setara Rp 1.531.875 – Rp 2.451.000).

BPS Kaltim (2004) menyatakan argumen kesejahteraan dengan menetapkan bahwa batas kemiskinan di Kalimantan Timur, yaitu untuk daerah perkotaan sebesar Rp 1.965.790 per tahun dan untuk wilayah pedesaan sebesar Rp 1.745.520 per tahun.  Meskipun berdasarkan hasil analisis di atas menyatakan bahwa petani termasuk hampir miskin, tetapi masih dapat dianggap berkecukupan karena rata-rata pendapatan mereka (sebesar Rp 2.473.542) adalah melampaui batas kemiskinan Propinsi Kalimantan Timur.   

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan juga menunjukkan bahwa para petani (responden) memang mencapai tingkat kesejahteraan yang baik, dimana mereka tinggal di rumah yang sederhana dan layak huni, memiliki sepeda motor, dan radio.  Ada beberapa hal ynag menyebabkan tingkat kesejahteraan petani padi sawah di Desa Rapak Lambur tergolong baik, yaitu : (1) padi merupakan komoditi utama yang mendominasi pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara; (2) adanya kegiatan penyuluhan pertanian yang menambah pengetahuan dan wawasan petani; (3) akses ke pasar yang relatif dekat baik ke Ibukota Kabupaten maupun ke ibukota Propinsi; (4) mereka mengusahakan beraneka ragam komoditi seperti menanam buah-buahan, memelihara unggas dan ikan; dan biaya hidup di desa yang lebih rendah dibandingkan dengan di kota.

V. PENUTUP 
A.  Kesimpulan

Biaya sarana produksi yang dikeluarkan petani adalah sebesar Rp 2.966.658, jumlah penerimaan sebesar Rp Rp 5.440.200, sehingga pendapatan petani sebesar Rp 2.473.542.

Tingkat kesejahteraan petani di Desa Rapak Lambur temasuk kategori hampir miskin (tingkat pendapatan 125-200% kebutuhan hidup minimum setara Rp 1.531.875 – Rp 2.451.000).

B.  Saran

Berbagai pihak yang terkait seyogyanya terus berupaya mendorong petani untuk meningkatkan/mengembangkan usahataninya disamping menyediakan dan mempermudah bantuan permodalan.

Petugas Penyuluhan Lapangan berupaya secara kontinyu dan intensif untuk meningkatkan wawasan/pengetahuan petani melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi, studi banding, pameran, dan atau lomba. 

BIBLIOGRAFI
Arikunto, S.  1993.  Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek.  Rineka Cipta, Jakarta.

Badan Pusat Statistik.  2006.  Kalimantan Timur dalam Angka.  BPS Propinsi Kaltim, Samarinda.

Kaltim Post.  2006.  Produksi Pertanian Kaltim Tahun 2005.  PT Duta Manuntung, Samarinda.

Portal Kutai Kartanegara.  2005. http//www.kutaikartanegara.com/gerbangdayaku.

Singarimbun, M. dan S. Effendi.  1989.  Metode Penelitian Survai.  LP3ES, Jakarta.

Soedarsono.  1991.  Pengantar Ekonomi Mikro.  LP3ES, Jakarta.

Soekartawi.  1994.  Teori Ekonomi Produksi.  Radjawali Press, Jakarta.

Soeratmo dan I. Arsyad.  1993.  Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis.  UPP AMP YKPN, Yogyakarta.  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF 

YANG BELUM DISERTIFIKATKAN DI KOTA SAMARINDA

Ike Natalia Dahliana

ABSTRACT

The aims of the research was to understand : (1) the legality of the Islamic given land; (2) the retaking by the inheritance; and (3) the overcoming process of the conflict concerned.

The researchis held i the National Board of Land Service In Samarinda from April to June 2008, covering : (1) library study, (2) field research, (3) data analyze, and (4) reports.

The results of the research :  (1) the Islamic given land is always legal so never conflict anymore in the future because Islamic given land gives the definit legal action; (2) no retaking for the Islamic given land based on the Government Regulation No 28, 1977; (3) mayority the conflict concered never put to the court except no wayout so the sides will go to Religion Court, especially Samarinda Religion Court.     

Keywords : Yuridical, The Uncertificed Islamic Given Land
I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan mengenai perwakafan sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah tersebar isu bahwa banyak tanah wakaf yang tidak sesuai dengan peruntuKkannya semula.

Berubahnya penggunaan tanah wakaf menjadi tanah untuk kepentingan pribadi jelas bertentangan dengan kaidah agama Islam.  Hal tersebut dapat dikaitkan dengan tujuan daripada dikodifikasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang meletakkan dasar-dasar untuk memberikan suatu kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah khusus yang diatur dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai status sebidang tanah khusus tanah wakaf, senantiasa akan mengundang timbulnya berbagai sengketa yang tidak jarang melibatkan sekelompok orang, sehingga dengan demikian kehidupan masyarakat akan terganggu.

Dengan dikeluarkannya PP Nomor 28 Tahun 1977 tersebut, maka setiap orang yang mewakafkan tanahnya diwajibkan mendaftarkan kepada Kantor Pertanahan di wilayah Kabupaten atau Kota. Bagi tanah yang belum bersertifikat, maka harus disertifikatkan terlebih dahulu dan pendaftarannya bersamaan dengan pendaftaran wakaf, Sehingga pencatatan wakafnya baru dilaksanakan setelah sertifikat atas tanah wakaf miliknya keluar, dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban di dalam praktek perwakafan tanah agar benar-benar memenuhi hakekat dan tujuan daripada perwakafan itu sesuai dengan kandungan ajaran agama Islam.

Sehubungan dengan persoalan perwakafan tanah tersebut yang tujuannya sangat mulia dalam bidang spiritual, maka tanah-tanah yang hendaknya diwakafkan seyogyanya betul-betul merupakan tanah milik yang bersih dan tidak ada cacatnya.  Namun dalam kenyataannya seringkali mengalami banyak hambatan dan rintangan-rintangan yang kadang-kadang tidak dapat diatasi. Hal itu dapat kita lihat karena seringnya lembaga perwakafan berhadapan dengan pengadilan sebagai akibat dari praktek perwakafan tanah milik masa lampau yang peraturannya sangat didasarkan pada hukum adat dengan mengoper dari lembaga hukum Islam.

Dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 ini, yang diatur hanyalah wakaf atas tanah milik, yaitu wakaf yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk dalam pengertian wakaf yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pembatasan ini perlu diadakan untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan. Demikian juga mengenai bendanya hanya kepada tanah milik, hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari kekacauan di kemudian hari.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui dengan jelas mengenai wakaf dan sertifikat sesuai dengan PP yang berlaku.  Wakaf menurut pasal 1 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sertifikat menurut pasal 32 ayat (1) PPh Nomor 28 Tahun 1977 sebagai penyempurnaan dari PP Nomor 10 Tahun 1961 adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Tujuan penelitian adalah untuk memahami  : (1) masalah keabsahan tanah wakaf, (2)  penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris dari wakif; dan (3) proses penyelesaian sengketa tanah wakaf

III. METODE PENDEKATAN

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional  Samarinda. dari bulan April sampai dengan Juni 2008. Kegiatan penelitian meliputi : (1) studi pustaka (2) observasi lapangan, (3) pengumpulan dan analisis data, dan (4) pelaporan. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui : (1) penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penelitian ini.; (2) penelitian lapangan melalui wawancara, kuisioner dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

IV. PEMBAHASAN

A. Masalah Keabsahan Tanah Wakaf

Untuk keabsahan tanah wakaf secara mutlak adalah harus timbul dari hati nurani orang yang hendak mewakafkan (wakif) menuju ke jalan Allah SWT, maka dengan adanya niat tersebut dan terjadi perbuatan hukum untuk mewakafkan tanah miliknya itu, maka tanah wakaf dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya kepada masyarakat umumnya, baik tanah yang diwakafkan itu tanah yang belum bersertifikat maupun tanah yang sudah bersertifikat. 

a. Tanah wakaf yang belum bersertifikat

Untuk mendapatkan suatu keabsahan tanah wakaf yang belum bersertifikat, pada dasarnya tanah yang akan diwakafkan harus bebas dari segala beban, artinya tanah yang akan diwakafkan itu tidak dalam sengketa, karena untuk menjamin adanya kepastian hak dan kepastian hukumnya. Adapun dalam mewakafkan tanah terhadap tanah yang belum bersertifikat, dalam hal ini menurut  pasal 9 PP Nomor 28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Dalam melaksanakan ikrar tersebut, wakif harus membawa dan menyerahkan surat-surat kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berupa : (a) bukti kepemilikan tanah; (b) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah bahwa tanah yang akan diwakafkan itu tidak tersangkut sesuatu sengketa; (c) Surat Keterangan pendaftaran tanah; dan (d) Izin dari Bupati/Walikota cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten/ Kota.

Dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf yang harus diserahkan meliputi : (a) Surat permohonan penegasan hak; (b) Surat bukti kepemilikan tanah serta surat-surat keterangan lainnya sehubungan dengan permohonan pendaftaran haknya; (c) Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; dan (d) Surat Pengesahan dari Kantor Urusan Agama setempat mengenai nadzir yang bersangkutan.

Adapun proses pensertifikatan tanah wakaf bagi tanah wakaf yang belum bersertifikat dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : (1) dilakukan pengukuran terhadap tanah wakaf yang bersangkutan oleh team yuridis Kantor Pertanahan; (2) Diumumkan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan, artinya tanah tersebut telah diwakafkan dan telah terjadi suatu perbuatan hukum dari wakif untuk menyerahkan tanahnya; (3) Dibuatkan berita acara, dan (4) Penerbitan surat bukti hak atau sertifikat yang dibuat oleh Kantor Pertanahan setempat.

Dengan demikian proses pensertifikatan tanah wakaf perlu dilaksanakan terutama bagi tanah wakaf yang belum bersertifikat. Dan selama tanah yang diwakafkan itu tidak ada yang mengungkit-ungkit ataupun mengganggu gugat dari pihak lain, maka bagi tanah wakaf yang belum bersertifikat itu telah mencapai suatu keabsahannya menurut hukum dan PP Nomor 28 Tahun 1977, karena sudah jelas tujuan dari wakaf itu adalah untuk kepentingan umum.

b. Tanah wakaf yang sudah bersertifikat

Untuk tanah wakaf yang sudah bersertifikat, pelaksanaan ikrarnya sama seperti yang dilakukan terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat, yaitu pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Dalam melaksanakan ikrar tersebut, wakif harus membawa dan menyerahkan surat-surat kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berupa : (a) Sertifikat hak milik; (b) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah bahwa tanah yang akan diwakafkan itu tidak tersangkut sesuatu sengketa; (c) Surat Keterangan pendaftaran tanah; dan (d) Izin dari Bupati/Walikota cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf meneliti surat-surat tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk dilaksanakan ikrar wakaf, serta meneliti para saksi dan mengesahkan susunan nadzir. Di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan kehendaknya wakif kepada nadzir yang telah disahkan. Ikrar wakaf diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis.

Setelah dilaksanakan ikrar, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf segera membuat Akta Ikrar Wakaf dan salinan Akta Ikrar Wakaf. Akta Ikrar dibuat rangkap 3 (tiga) dan salinan Akta Ikrar dibuat rangkap 4 (empat), dengan perincian sebagai berikut : (1) Akta lembar pertama disimpan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; (2) Akta lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten/Kota; (3) Akta lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama; (4) Salinan Akta lembar pertama untuk wakif; (5) Salinan Akta lembar kedua untuk nadzir; (6) Salinan Akta lembar ketiga untuk Kepala Kantor Departemen Agama; DAN (7) Salinan Akta lembar keempat untuk Kepala Desa/Lurah.

Selanjutnya calon wakif akan mengajukan permohonan pendaftaran tanahnya harus membawa syarat-syarat pendaftaran, antara lain : (1) Surat keterangan tentang tanah yang akan diwakafkan atau surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah tersebut; dan (2) Dua orang saksi atau saksi-saksi yang mengetahui dan atau mendengar tentang perwakafan tersebut.

Dengan adanya permohonan dari orang-orang tersebut yang disertai dengan kelengkapan syarat-syaratnya, maka Kepala Kantor Urusan Agama berkewajiban untuk : (1) Meneliti keadaan tanah wakaf; (2) Meneliti dan mengesahkan nadzir serta meneliti saksi; (3) Menerima penyaksian tanah wakaf; (4) Membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan salinannya; (5) Menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan salinannya; (6) Memasukkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf; (7) Menyimpan dan memelihara akta dan daftarnya; dan (8) Mengurus pendaftaran perwakafan.

Kemudian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nadzir mendaftarkan tanah wakaf tersebut pada Kantor Pertanahan Wilayah Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat pendaftaran tanah wakaf itu dalam sertifikat. Setelah itu kepada nadzir diberikan sertifikat tanah wakaf dan selanjutnya nadzir berkewajiban melaporkan hasil pendaftaran kepada Kantor Urusan Agama setempat.

Sehingga untuk mendapatkan suatu keabsahan tanah wakaf yang sudah bersertifikat, maka semua tanah wakaf yang sudah bersertifikat itu harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Wilayah Kabupaten/Kota setempat, khususnya Kota Samarinda.

c. Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Ahli Waris dari Wakif

Pelaksanaan perwakafan yang terjadi di wilayah Kota Samarinda, pada umumnya tidak pernah terjadi adanya penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan oleh ahli waris dari wakif. Mewakafkan tanah yang dilakukan oleh wakif di Kota Samarinda adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang telah sah, baik itu mereka yang mewakafkan tanahnya yang belum bersertifikat maupun yang sudah bersertifikat.

Perbuatan hukum yang dimaksud disini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta kekayaannya yang masih berupa tanah milik, dengan tujuan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam dan PP Nomor 28 Tahun 1977.

Tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama, bagi mereka yang telah menyerahkan tanahnya/mewakafkannya sebagai amal kebajikan, maka tidak dibolehkan/dilarang untuk mengambil atau menarik kembali tanah yang telah diwakafkan tersebut. Karena hal ini merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dimana mereka menyerahkan/mewakafkan tanah miliknya itu berarti telah lepas hak kepemilikannya, dnegan maksud untuk suatu amalan kehidupan yang baik menuju ke jalan Allah SWT.

Namun sebaliknya bagi tanah wakaf yang belum bersertifikat dan belum terdaftar dalam akta ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama, maka terhadap tanah wakaf tersebut boleh ditarik kembali oleh keluarga wakif atau ahli warisnya. Meskipun orang yang akan mewakafkan (wakif) itu telah adanya niat untuk mewakafkan, tetapi belum ada perbuatan hukum yang dilakukannya. Maka dari itu untuk tanah wakaf yang belum bersertifikat tersebut bisa ditarik kembali oleh ahli waris dari wakif, dengan alasan : (1) adanya persetujuan dari para pihak ahli waris lainnya, dimana para ahli warisnya tersebut sepakat untuk menandatangani pernyataan atas penarikan tanah wakaf yang disaksikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kotamadya setempat; (2) tidak ada maksud lain dari ahli waris wakif yang bertentangan dengan ajaran agama Islam; (3) apabila tanah yang akan diwakafkan itu masih dipergunakan oleh ahli warisnya untuk dijual dan dipergunakan guna melunasi hutang-hutang wakif yang belum terbayar.

Dengan demikian bagi tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk menjamin adanya kepastian hak dan kepastian hukum bagi tanah wakaf itu, harus dibuatkan sertifikat wakaf di Kantor Pertanahan, sehingga tidak terjadi adanya masalah atau sengketa tentang penarikan kembali tanah wakaf itu oleh ahli waris dari wakif.

d. Penyelesaian Sengketa Wakaf

Suatu perselisihan sepanjang menyangkut perwakafan tanah menjadi wewenang Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan pasal 12 PP Nomor 28 Tahun 1977 yang berbunyi : “Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Penyelesaian yang dimaksudkan menyangkut sah atau tidak perbuatan mewakafkan dan yang menyangkut perwakafan berdasarkan hukum Islam.

Dalam praktek perwakafan tanah hak milik di wilayah Kota Samarinda, sebagian besar tidak pernah terjadi perselisihan mengenai perwakafan tanah. Hal ini dipengaruhi oleh ketidaktahuan ahli waris serta kuatnya pengaruh agama. Namun seandainya terjadi perselisihan mengenai perwakafan tanah hak milik itu, biasanya hanya sebatas salah paham antar nadzir dan mereka tidak sampai membawa perkara atau sengketa tersebut ke Pengadilan Agama.

Dengan kata lain, mereka terlebih dahulu memusyawarahkan antara pihak-pihak yang bersengketa di Kantor Kelurahan setempat di hadapan Kepala Desa atau Lurah yang disaksikan minimal dua orang, baik yang diambil dari keluarga masing-masing yang bersengketa atau dari staf kelurahan setempat. Kemudian setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa dan dapat didamaikan di Kantor Kelurahan, maka dibuatkan pernyataan damai yang diketahui/ditandatangani Kepala Desa atau Lurah setempat di wilayah Kota Samarinda.

Dengan demikian, mereka tidak sampai membawa perkara/sengketa tersebut ke Pengadilan Agama setempat, kecuali bilamana antara kedua belah pihak yang bersengketa tidak dapat lagi didamaikan secara kekeluargaan, maka bisa dilanjutkan perkara tersebut untuk dibawa ke Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kota Samarinda.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut :  

Wakif yang telah mewakafkan tanah miliknya meskipun tanah wakaf tersebut belum bersertifikat adalah sudah dianggap sah menurut hukum. Dan tanah yang diwakafkan harus merupakan tanah yang bersih dan bebas dari segala pembebanan ataupun sengketa, karena untuk menjamin adanya kepastian hak dan kepastian hukum. 

Untuk tanah wakaf yang belum bersertifikat dan sudah terdaftar dalam akta ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama, maka bagi tanah wakaf tersebut tidak bisa ditarik kembali oleh ahli warisnya dengan alasan apapun. Karena hal ini merupakan perbuatan hukum wakif untuk lepas dari hak kepemilikannya, dimana wakif mewakafkan tanah miliknya itu dengan tujuan sebagai amaliah kehidupan umat beragama sesuai dengan ajaran agama Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. 

Dalam praktek perwakafan tanah milik apabila terjadi sengketa, mayoritas masyarakat wilayah Kota Samarinda tidak ingin membawa sengketa tersebut ke Pengadilan. Namun terlebih dahulu diselesaikan dengan jalan musyawarah antara para pihak yang bersengketa pada masing-masing desa atau kelurahan yang disaksikan di hadapan Kepala Desa atau Lurah. Dan apabila tercapai adanya kesepakatan, maka dibuatkan surat pernyataan damai oleh Kantor Kelurahan setempat untuk membuktikan bahwa tanah wakaf tersebut sudah jelas benar-benar diwakafkan. Kecuali bilamana antara kedua belah pihak yang bersengketa tidak dapat lagi didamaikan secara kekeluargaan, maka bisa dilanjutkan perkara tersebut untuk dibawa ke Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kota Samarinda.
B. Saran – Saran

Sesuai dengan prinsip yang dicanangkan oleh hukum nasional kita yaitu prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan, maka pendaftaran dan penyertifikatan tanah wakaf hendaknya kantor atau pejabat yang berwenang dalam menyelesaikan proses pendaftaran dan pensertifikatan tersebut jangan sampai berlarut-larut atau berkepanjangan dan hendaknya diusahakan mencari jalan pintas yang lebih cepat atau prosedur yang tidak berbelit-belit, sehingga bagi tanah wakaf yang belum bersertifikat tersebut dengan cepat terdaftar dan memperoleh sertifikatnya.

Untuk mewujudkan berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka perlu ditingkatkan penyuluhan-penyuluhan secara efektif kepada masyarakat luas. 

Apabila terjadi adanya perselisihan atau sengketa dalam praktek perwakafan, agar diupayakan pihak kelurahan atau desa untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan, sehingga tidak sampai membawa sengketa itu ke Pengadilan
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PENJUALAN HARTA GONO-GINI 
KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN SUAMI ATAU ISTRI 
DITINJAU DARI  UU NO. 1 TAHUN 1974

Gusti Heliana Safitri

ABSTRACT

The aim of this study is to understand (1) the authority of the husband – wife to see the early property to the third side or the buyer (2) the protect law which can be given to the third side or buyer on the selling and buying transaction of the early property off a husband and wife.  

The activity of the study held in the city court of Samarinda from February to April 2006, covering : (1) library research (2) field, research (3) data collecting and reports.  The collecting data by using primary and secondary data by : library study, interview, quesionary, and observation.  The analysis data held by using all information and data then performed in qualitative descriptive.  

The result of the study showed that : (1) The couple has the same right, and (2) the sale must be permitted the couple.

Keyword : Couple’s property,UU No.1/ 1974 
I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Perkawinan menurut adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapat keturunan dan membangun serta membina kehidupan, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak suami dan dari pihak isteri. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih harus dipertahankan karena masih berlakunya hukum perdata positif yang beraneka ragam dalam masyarakat Indonesia dewasa ini, berarti bahwa undang-undang perkawinan ini tidak menghapus seluruh ketentuan hukum perkawinan yang berlaku sebelumnya. Dalam Undang-undang perkawinan hanya mengatur dalam tiga pasal saja tentang harga benda perkawinan yaitu pasal 35, pasal 36, pasal 37 dan membedakan dalam tiga jenis, yaitu harta bawaan, harta yang diperoleh karena warisan atau hadiah dan harta bersama (harta gono-gini).

Harta bersama (gono-gini) diartikan sebagai harta yang diperoleh suami dan atau isteri sepanjang perkawinan berlangsung, namun tidak termasuk di dalamnya harta yang diperoleh karena warisan atau hadiah.  Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing suami atau istri  berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum tersebut baik suami atau isteri yang menyangkut harta gono-gini harus dengan persetujuan salah satu pihak (pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungna masyarakat adalah bagaimana kewenangan suami atau isteri untuk menjual harta gono-gini kepada pihak ketiga atau pembeli serta bagaimana pula perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak ketiga atau pembeli atas terjadinya transaksi jual beli harta gono-gini. Tujuannya untuk memahami : (1) kewenangan suami atau isteri untuk menjual harta gono-gini kepada pihak ketiga atau pembeli; dan (2) perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak ketiga atau pembeli atas terjadinya transaksi jual beli harta gono-gini.

III. METODE PENELITIAN

Kegiatan studi dilaksanakan pada Kantor Pengadilan Negeri Samarinda dari bulan  Pebruari sampai April 2006.Kegiatan studi yang dilakukan meliputi : (1) studi pustaka (2) observasi lapangan, (3) pengumpulan dan analisis data, dan (4) pelaporan. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui : (1) studi  kepustakaan dan; (2) penelitian lapangan melalui wawancara, kuisioner dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

IV. PEMBAHASAN

A. Kewenangan Suami atau Isteri untuk Menjual Harta Gono-Gini Kepada Pihak Ketiga atau Pembeli

Sejak pernikahan/perkawinan berlangsung, maka antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama baik terhadap keluarga, anak-anak maupun terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Mengenai harta benda itu merupakan masalah yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan adanya harta benda itu, maka suami isteri mempunyai tanggung jawab untuk memelihara/mengelolanya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur dalam tiga pasal saja tentang harta benda perkawinan yaitu pasal 35, pasal 36 dan pasal 37; dan yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kewenangan suami atau isteri untuk menjual harta bersama kepada pihak ketiga atau pembeli.

Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dan juga masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Untuk melakukan perbuatan hukum atas harta gono-gini, baik suami atau isteri mempunyai hak yang sama dan seimbang, asalkan dengan persetujuan kedua belah pihak baik yang menyangkut penggunaan, pengurusan dan perolehannya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa mengenai harta bersama (gono-gini) suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Ditetapkan hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama (gono-gini) ini dengan persetujuan kedua belah pihak (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya. Mengingat bahwa hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam lingkungan kehidupan rumah tangga dan dalam lingkungan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat.

Ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memandang sejajar antara hak dan kewajiban suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat yang modern sekarang ini.  Di dalam hukum adat yang sejak semula telah memandang kedudukan suami dan isteri sejajar dan bebas melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Adanya hak dan kewajiban yang seimbang ini, dibarengi pula dengan suatu kewajiban yang sama untuk membina dan menegakkan rumah tangga serta dalam mengelola harta miliknya dengan sebaik-baiknya.

Syarat persetujuan kedua belah pihak hendaknya dipahami sedemikian rupa dengan luwes, artinya tidaklah dalam segala hal mengenai penggunaan atau pemakaian harta gono-gini ini diperlukan persetujuan kedua belah pihak secara formil atau tegas. Dalam beberapa hal tertentu, persetujuan kedua belah pihak ini dianggap telah ada jika penggunaan harta gono-gini itu menyangkut kebutuhan rutin sehari-hari tetapi tindakan itu sudah berulang kali dilakukan, sehingga persetujuan itu hanya diperlukan satu atau dua kali saja pada tahap permulaan.

Surojo Wignjodipuro (1982) bahwa sering juga suami secara sendirian melakukan transaksi, dalam hal mana persetujuan isteri dianggap sudah ada. Bilamana isteri dengan terang-terangan menentang perbuatan suaminya itu, maka perbuatan suami tersebut tidak mempunyai daya mengikat, yang berkepentingan wajib mengetahui hal tersebut.

Untuk barang-barang bergerak yang tidak terdaftar, bagi pihak ketiga yang telah membelinya dan telah menerima penyerahannya atau telah menguasainya, tidaklah banyak mengalami persoalan. Karena barang siapa yang menguasai barang bergerak, dialah yang dipandang oleh hukum sebagai pemiliknya.

Akan tetapi untuk jenis barang bergerak yang terdaftar dan atau barang tetap dimana pemindahan hak miliknya harus melalui prosedur balik nama. Kadang persetujuan secara diam-diam dianggap tidak cukup, maka persetujuan harus disampaikan dengan tegas dan jelas.

B. Perlindungan Hukum Kepada Pihak Ketiga atau Pembeli Atas Terjadinya Transaksi Jual Beli Harta Gono-Gini

Pada hakekatnya setiap manusia mempunyai keinginan bahwa hidupnya selalu dirasakan aman. Aman berarti bahwa kepentingannya tidak diganggu dan juga ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan tenang. Oleh karena itu, ia mengharapkan kepentingannya dilindungi terhadap gangguan dan bahaya yang dapat merugikan dirinya.

Gangguan kepentingan atau bahaya yang dapat merugikan haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan menggangu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia akan selalu beusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai dan aman yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya. Untuk itu hukum yang pada hakekatnya berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, harus ditaati, dipertahankan, ditegakkan dan dilaksanakan sesuai rasa keadilan masyarakat.

Untuk itulah perlindungan yuridis yang harus diberikan kepada pihak ketiga atau pembeli atas terjadinya transaksi jual beli tersebut, yang mana pembeli tersebut dilakukan dengan itikad baik. Namun adakalanya kebebasan suami isteri yang mempergunakan atau memakai harta gono-gini termasuk pula tindakan mengasingkan harta gono-gini, seringkali mengakibatkan orang lain yang beritikad baik yang terlanjur membeli barang tersebut merasa dirugikan.

Sebagai contoh, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2690K/Pdt/1985, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang, yang pada intinya telah membatalkan transaksi jual beli atas harta gono-gini yang berupa tanah perkarangan dan sebuah rumah, dengan mengalahkan seorang pembeli yang beritikad baik. Mahkamah Agung menilai bahwa persetujuan mengenai penjualan harta gono-gini harus ada. Sedangkan unsur itikad baik dari pihak pembeli, baru dipertimbangkan berikutnya.

Hal ini menimbulkan karena kenyataan ini justru mengaburkan fungsi hukum sebagai pengayom atau pelindung kepentingan manusia, yang sebenarnya mereka yang beritikad baik sejauh mungkin mendapat perlindungan hukum. Undang-undang sebagai aturan hukum yang berlaku umum, pada dasarnya telah membagi hak dan kewajiban secara seimbang kepada setiap orang. Dengan kata lain setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka undang-undang.

Dalam suatu transaksi jual beli harta gono-gini, apabila harta gono-gini itu berupa tanah dimana hanya menggunakan nama salah seorang, maka bagi subyek hukum tersebut secara formal adalah miliknya. Dan oleh karenanya jika hendak mengasingkan tanah itu tanpa persetujuan pasangannya, tentu tidak banyak mengalami kesulitan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 31 ayat (2) bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi secara yuridis, isteri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan suaminya atas harta gono-gini.
V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk melakukan perbuatan hukum atas harta gono-gini, baik suami atau isteri mempunyai hak yang sama dan seimbang, asalkan dengan persetujuan kedua belah pihak baik yang menyangkut penggunaan, pengurusan dan perolehannya.

Untuk perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli harta gono-gini kepada pihak ketiga atau pembeli, unsur persetujuan mengenai penjualan harta gono-gini harus ada, sedangkan unsur itikad baik dari pihak pembeli, baru dipertimbangkan berikutnya. 

B. Saran

Oleh karena perihal harta gono-gini dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat singkat dalam arti hanya secara garis besarnya saja sedangkan permasalahan yang menyangkut harta gono-gini semakin kompleks, maka menurut hemat peneliti hendaknya dalam usaha menciptakan peraturan yang berhubungan dengan harta gono-gini diuraikan secara jelas dan transparan agar masyarakat mengetahuinya.

Seyogyanya setiap penjualan harta gono-gini harus ada kesepakatan atau persetujuan terlebih dahulu dari suami atau isteri. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang mungin timbul setelah jual beli tersebut terjadi.
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TRANSPORTASI MELALUI PERJANJIAN LEASING 
DI PT. AUTO MOBILE SAMARINDA

Abdul munif

ABSTRACT
The content of the operating lease by paying attention to the announcement of Monetary Directorate General No. PENG-307/DJM/III.1/7/1974 about the Implementation of the Leasing Regulation is the one about the agreement object, agreement term, leasing price and payment place, right and duty for the involved, the gift (date and limit of the sending), and the ending of the agreement. 

The difficulty of the leasing is the lessor needs the expert and the lessee must be ready of the finance as the capital tool for the lessor.  The lessor has the full responsibility in leasing action.

In broken promise such as to be late in the payment and in practice the lessor gives oral exclamation or the written one.  The lessor also gives the time waiting to pay the lessee’s duty.   

The other form of wanprestasi is to rent the capital goods, in this case the lessor as soon as possible to take back the rentet capital goods.  The lessee is condemned to be careless.

Keywords : Promise, Broken, Agreement Leasing, Lessor, Lessee
I. PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan, dana adalah hal yang paling penting dalam kebutuhan sehari-hari, apalagi dalam berusaha di berbagai bidang bisnis karena bagi orang bisnis uang adalah hal yang paling pokok atau mendasar untuk menjalankan bisnisnya. Di dalam perkumpulan orang-orang atau lembaga maupun badan hukum yang justru kelebihan dana meski hanya bersifat momentum dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis.

Sesuai dengan kaidah ekonomi ada demand dan ada pula supply, maka akhirnya terciptalah institusi yang secara tradisional pihak yang mempunyai kelebihan dana mensupply dana langsung kepada yang membutuhkan. Oleh karena itu sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Secara konvesional dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan, akan tetapi dewasa ini lembaga perbankan saja tidak dapat mencukupi kebutuhan akan dana tersebut. Oleh karena itu perlulah dicari alternatif pembiayaan lain.

Mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah pada tahun 1998 melalui Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia tersebu, yaitu antara lain :  sewa guna usaha (leasing), modal venture, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

Peluang usaha tersebut diberikan kepada badan usaha yang berbentuk : (1) bank, (2) lembaga keuangan bukan bank, dan (3) perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan.

Sebagai tindak lanjut, dikeluarkanlah SK Menkeu RI No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Di dalam SK tersebut diatur lebih lanjut mengenai berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut beserta tata cara pendirian dan perincian untuk pendirian serta pengawasan, salah satunya adalah sewa guna usaha (leasing) yaitu lembaga yang menyediakan barang modal.

Leasing di Indonesia mulai muncul pertama kali pada tahun 1974. Pada awal kemunculannya leasing tidak menunjukkan suatu perkembangan yang berarti, hingga tahun 1980 jumlah perusahaan leasing yang ada sebanyak 5 buah, dan meningkat pada tahun 1981 menjadi 8 buah perusahaan, dan mencapai puncaknya pada akhir tahun 1984 dengan jumlah perusahaan sebanyak 48 buah. Hal yang menggembirakan adalah bahwa peningkatan ini juga diiringi dengan peningkatan besarnya kontrak leasing, yaitu sebanyak Rp. 436,10 milyar, padahal leasing di Indonesia adalah lembaga yang baru dan belum diatur dalam suatu undang-undang khusus. Bahkan sampai saat ini yang ada barulah berbentuk Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Keuangan yang pada mulanya hanya mengatur segi-segi yuridis administratif serta perlakuan perpajakan terhadap usaha leasing.

Istilah leasing sebenarnya berasal dari kata lease yang berarti sewa atau lebih umum sewa-menyewa. Salah satu perbedaan sewa-menyewa dengan leasing dapat dilihat pada objeknya. Objek perjanjian sewa-menyewa berupa barang berwujud yang berbentuk apa saja, sedangkan objek leasing umumnya adalah barang modal, alat produksi dan beberapa bentuk barang konsumsi. Dalam bahasa Indonesia, leasing sering diistilahkan dengan sewa guna usaha. Di dalam sistem pembiayaan berpola leasing, para pihak yang terlibat di dalamnya tersebut adalah : (1) Lessor, (2) Lessee, dan (3) Supplier.

Di Indonesia, leasing mempunyai alas hukum yang berlaku, yaitu kebebasan berkontrak seperti yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (2) KUHP Perdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sepanjang memenuhi syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, ketentuan tentang perikatan yang terdapat dalam Buku Ketiga KUH Perdata, berlaku juga untuk leasing. Disamping alas hukum mengenai asas kebebasan berkontrak, terdapat beberapa alas hukum lain yang lebih bersifat administratif, diantaranya yang terpenting adalah : (1) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-38/MK/IV/1/1972 tentang Lembaga Keuangan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 562/MK/011/1982; (2) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. Kep-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/ 1/1974, tentang Perizinan Usaha Leasing; (3) Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan; (4) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK/031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1256/KMK/00/1989;  (5) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 634/KMK/013/1990 Tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan Leasing); (7) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing); (8) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Lembaga Pembiayaan; (9) Keputusan Menteri Keunagan RI No. 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/200 tentang Perusahaan Pembiayaan; dan (10) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 185/KMK.06/2002 tentang Penghentian Pemberian Izin Usaha Perubahan Pembiayaan.

Perjanjian leasing ini nampak semakin popular dengan semakin berkembangnya industri dan perdagangan di Indonesia. Di dalam perjanjian leasing terdapat subjek dan objek kontrak leasing. Subjek yang terkait dalamnya adalah pihak lessor dan pihak lessee. Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha (leasing) yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha (leasing) (pasal 1c Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing)). Sedangkan lesse adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor (pasal 1d Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna (leasing)). Disamping kedua pihak tersebut, yang menjadi pendukung dalam kegiatan kontrak leasing adalah pihak supplier dan kreditur atau lender. Supplier adalah penjual dan pemilik barang yang disewakan. Kreditur adalah seorang atau lembaga yang mendukung kegiatan pembiayaan di bidang leasing, seperti lembaga perbankan dan lembaga non bank lainnya.

Objek leasing adalah barang-barang modal/alat-alat produksi yang harganya relatif mahal. Sebagai contoh objek leasing seperti mobil, pesawat, motor, bus, peralatan pengeboran, peralatan listrik, truk, pembangkit tenaga listrik, peralatan telepon, perkakas tenun/tekstil, peralatan bengkel, peralatan kantor, komputer, mesin-mesin percetakan, mesin-mesin untuk pertambangan, peralatan rumah sakit dan peralatan untuk industri perkayuan.

Di dalam pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing) ditentukan bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa guna usaha atau lease agreement. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lessee dibuat dalam bentuk tertulis, baik itu dituangkan dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik. Akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat oleh para pihak, sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini adalah notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengangkat mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Pengunaan Alat Transportasi Melalui Perjanjian Leasing Di PT.Auto Mobil Samarinda”. 

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah bentuk dan isi perjanjian operating lease ?

2. Apa sajakah kendala yang dihadapi para pihak dalam perjanjian leasing ?

3. Bagaimana pula upaya hukum dan penyelesaian wanprestasi dan overmacht dalam perjanjian leasing ?

III. PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Isi Perjanjian Operating Lease 

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa penyebutan copy kontrak leasing yang harus disampaikan oleh para pengusaha leasing kepada Dirjen Moneter, Direktorat lembaga-lembaga keuangan dalam pengumuman Dirjen Moneter No. PENG-307/DJM/III.1/7/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Leasing dapat disimpulkan bahwa perjanjian leasing harus dibuat secara tertulis.

Ketentuan dalam perjanjian leasing yang ditandatangani oleh lessee, telah ditentukan sedemikian rupa oleh lessor, dan lessee hanya dapat menerima ketentuan tersebut. Dengan menandatangani perjanjian tersebut, maka lessee dianggap telah menyetujui dan terikat dengan isi perjanjian, karena perjanjian leasing merupakan salah satu perjanjian standar.

Mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, maka para pihak bebas untuk menentukan isi dan syarat dalam perjanjian dengan memperhatikan pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Adapun isi perjanjian operating lease dengan memperhatikan pengumuman Direktorat Jenderal Moneter No. PENG-307/DJM/III.1/7/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Leasing adalah : (1) ketentuan mengenai objek perjanjian; (2) jangka waktu perjanjian; (3) harga sewa; (4) cara dan tempat pembayaran; (5) hak dan kewajiban para pihak; (6) penyerahan (tanggal pengiriman dan batas pengiriman); dan (7) berakhirnya perjanjian operating lease antara lessor dan lessee akan berakhir tanpa mengurangi apa yang ditentukan dalam KUH Perdata,   yaitu : (a) setelah berakhirnya jangka waktu kontrak leasing, lessee dapat memperpanjang perjanjian dengan izin tertulis dari perusahaan leasing yang bersangkutan; (b) Lesse dapat mengakhiri kontrak leasing dengan lessor kapanpun dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada lessor dalam jangka waktu satu bulan tanpa mendapat kompensasi apapun (termasuk untung/rugi), kecuali terhadap pembayaran sewa bulan terakhir; (c) Apabila lessee tidak puas dengan servis lessor dan selama 7 hari berturut-turut lessor tidak melakukan pemberitahuan tertulis, dalam hal ini lessor tidak berhak atas kompensasi apapun (termasuk untung/rugi) dari lessee, kecuali terhadap pembayaran sewa sebelumnya; (d) jika objek leasing tersebut hilang, musnah atau rusak sedemikian rupa sehingga tidak diperbaiki lagi, demikian pula dengan penggantiannya dalam satu bulan setelah kejadian itu juga tidak dimungkinkan; dan (e) apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, sehingga mengakibatkan adanya syarat batal sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

B. Kendala yang Dihadapi Para Pihak dalam Perjanjian Leasing

Dalam perjanjian leasing khususnya operating lease, kesulitan yang sering terjadi adalah bahwa di Indonesia perjanjian leasing pada saat ini tidak diatur secara tersendiri baik di dalam UU ataupun di dalam KUH Perdata. Oleh karena itu untuk mengadakan perjanjian leasing kedua belah pihak memuat ketentuan yang ada dalam KUH Perdata sesuai kesepakatan mereka mengikatkan dirinya untuk mengadakan suatu persetujuan mengenai perjanjian yang berkenaan pada kesepakatan yang mereka buat.

Salah satu kendala dalam kontrak leasing adalah peraturan tentang ketentuan leasing di Indonesia masih terbilang disepelekan. Hal ini menjadi ganjalan atau kendala yang masih sangat dikhawatirkan oleh pihak lessor. Hal ini disebabkan oleh  lessor pada operating lease harus mampu, ahli dan terampil di bidangnya. Hal ini disebabkan unsur yang ada dalam perjanjian tersebut mengandung resiko.

Jadi perusahaan yang bertindak sebagai pihak lessor, seharusnya mengetahui dan menguasai secara seksama keadaan pasar dari barang yang di leasing, dan juga mampu menguasai biaya perbaikan dan pemeliharaan serta pandai menghitung berbagai biaya (ongkos), termasuk biaya asuransi, urusan pajak dan bila perlu biaya BBM dan sebagainya. Bilamana lessor yang melakukan pembiayaan berupa penyediaan barang modal khususnya operating lease berhasil menangani kendala-kendala seperti ini, maka kemungkinan memperoleh keuntungan akan lebih besar pula. Dan dalam hal ini pihak lessor juga menemukan kendala secara teknik, yaitu pihak lessor memerlukan tenaga ahli yang sesuai bidang masing-masing dan menguasai secara khusus masalah yang berkaitan dengan kendala di atas. Untuk kendala teknik inilah pihak lessor tidak sedikit memerlukan dana yang relatif mahal, karena dari setiap bidang teknik harus mampu menjaga nama baik perusahaan leasing agar masyarakat umum khususnya perusahaan-perusahaan yang memerlukan barang modal tidak merasa khawatir untuk melakukan kerja sama dengan pihak lessor.

Sebagaimana telah diterangkan di atas pada operational leasing, pihak lessor di dalam kontrak leasing mengikatkan diri untuk memikul beban resiko ekonomisnya, yaitu baik resiko yang berkenaan dengan lessor maupun resiko yang bertalian dengan sisa harga/nilai dari barang yang menjadi objek transaksi yang bersangkutan. Disinilah letak keuntungan bagi pihak lessee, disamping keuntungan-keuntungan lain seperti penggunaan teknis, kehilangan barang yang bersangkutan dan lain-lain, oleh karena kesemuanya itu dibebankan pada lessor. Jadi bagi lessee penggunaan alat perusahaan itu lebih fleksibel, sehingga memungkinkan perusahaan tu berkembang tanpa resiko yang berat.

Menurut keterangan dari pihak lessor yang menyediakan barang modal yang objeknya berupa kendaraan (mobil), lessor mendapat masalah yang rumit yaitu bahwa pada waktu perjanjian leasing antara kedua belah pihak telah berakhir, dan pihak lessee telah mengembalikan objek leasing kepada pihak lessor, maka pihak lessor biasanya kemudian mencari beberapa ahli maintenance yang mengerti tentang kondisi mesin dari objek leasing tersebut yang telah beberapa waktu digunakan oleh pihak lessee. Biasanya pihak lessee khusus mempekerjakan orang yang menangani kendaraan seperti driver (supir), tetapi dari driver tersebut pada umumnya hanya bisa mengendarai dan belum tentu mengetahui cara dan teknik yang baik untuk melakukan perawatan supaya objek kendaraan leasing tersebut tetap dalam kondisi baik selayaknya pada saat lessor pertama kali menyerahkan objek untuk disewa guna usaha.

Dalam hal ini untuk mengatasi kendala tersebut biasanya pihak lessor tetap melakukan perawatan terhadap kendaraan objek leasing, baik kondisi luar maupun mesin kendaraan, supaya kondisi objek kembali normal dan layak digunakan lagi oleh perusahan lain yang ingin melakukan sewa guna berupa barang modal dengan kontrak leasing. Jadi kendala yang menjadi masalah adalah ketika pihak lessor mendapatkan penundaan waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan untuk perawatan objek berupa kendaraan ini. Perusahaan leasing yang melakukan operating leasing biasanya harus mempunyai modal yang relatif besar untuk penyediaan kendaraan objek leasing yang banyak.

Setelah pihak lessor mengalami kendala yang ada di atas, maka pihak lessee sendiri biasanya juga mendapatkan kendala berupa tekanan bahwa harus disediakannya dana yang besar untuk melakukan penyediaan barang modal kepada pihak lessor. Jadi mau tidak mau, pihak lessee telah menyetujui kesepakatan yang mereka buat dan ketentuan yang telah dicantumkan oleh pihak lessor meskipun lessee berat hati untuk menyetujui ketentuan tersebut, karena dalam hal ini lessor bertanggung jawab penuh atas segala resiko dan kendala dalam perjanjian leasing.

Di dalam pelaksanaan perjanjian leasing juga sering muncul adanya kendala lain yang dilakukan oleh pihak lessor maupun pihak lessee. Kendala tersebut tidak lepas dari hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Biasanya dalam perjanjian leasing, lessor selalu membatasi atau membebaskan diri dari tanggung jawab mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran pajak dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pengurusan barang modal dengan jalan mengalihkan tanggung jawabnya tersebut kepada lessee. Pembayaran pajak dalam kegiatan leasing, dalam hal ini penggunaan alat transportasi antara lain berupa : (1) pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengalihan barang modal yang menjadi objek leasing; (2) dalam pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor). Biaya-biaya lain antara lain berupa : (a) biaya yang dikeluarkan untuk menempatkan barang modal di lokasi yang ditetapkan dalam perjanjian, yang biasanya merupakan tempat lessee, dan (b) biaya perpanjangan STNK selama jangka waktu berlaku leasing.

Selama perjanjian leasing berlangsung dapat terjadi bahwa barang modal mengalami kerusakan, kehilangan atau kehancuran akibat dari suatu peristiwa di luar kesalahan pihak lessor atau lessee. Hal ini menimbulkan masalah fisik dalam perjanjian leasing. Dalam perjanjian leasing, lessor dapat membebankan tanggung jawab atas resiko kepada lessee dengan mencantumkan klausula eksenorasi. Klausula eksenorasi dalam perjanjian leasing adalah syarat yang secara khusus membebankan lessor dengan tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian.

Pencantuman klausula eksenorasi dalam suatu perjanjian dimungkinkan karena adanya asas kebebasan berkontrak yang membebaskan para pihak untuk menentukan syarat-syarat tentang tanggung jawab ini, asalkan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pelaksanaan suatu perjanjian tidak lepas dari kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Seseorang dikatakan wanprestasi apabila tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan atau tidak memenuhi prestasinya, karena adanya kesalahan yang mengandung kesengajaan maupun kelalaian.

Perjanjian leasing sebagai salah satu bentuk perjanjian standar, ketentuannya telah diatur sedemikian rupa. Mengingat sifat Buku III KUH Perdata yang bersifat sebagai pelengkap, maka apabila tidak diatur dalam perjanjian, ketentuan dalam Buku III KUH Perdata yang akan berlaku. Lessor dalam menyelesaikan perselisihan dengan lessee tidak menerapkan secara kaku ketentuan tersebut, mengingat lessee adalah relasi lessor. Untuk menjaga hubungan baik dengan lessee, lessor biasanya menggunakan langkah-langkah yang sudah menjadi kebiasaan perusahaan, seperti pemberitahuan kedua belah pihak dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah secara kekeluargaan dan musyawarah. Jika masih belum dapat diatasi, maka baru diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
C. Upaya Hukum dan Penyelesaian Wanprestasi serta Overmacht dalam Perjanjian Leasing

Tujuan yang diharapkan oleh para pihak yang mengadakan perajnjian adalah terpenuhinya prestasi, namun tidak jarang pihak yang diharapkan memenuhi prestasi tersebut tidak bersedia atau menolak memenuhi prestasi secara sempurna. Dalam hal ini timbullah persoalan tentang wanprestasi atau cidera janji.

Wanprestasi yaitu tidak terlaksananya suatu prestasi karena kesalahan lessee baik dengan kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi berarti prestasi buruk. Wanprestasi sendiri mempunyai pengertian keadaan tidak terpenuhinya kewajiban oleh lessee yang telah diperjanjikan sebelumnya karena kesalahannya. Wanprestasi dapat berupa : (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (2) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; (3) melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; dan (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Di dalam praktek pelaksanaan perjanjian operating leasing terdapat dua jenis wanprestasi, yaitu : (1) wanprestasi yang berupa keterlambatan pembayaran uang sewa; (2) Wanprestasi berupa penggadaian barang modal dan pemindahtanganan hak sewa barang modal kepada pihak ketiga.

Dalam hal lessee yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan sanksi atas kelalaiannya tersebut, dapat membela diri dengan mengajukan alasan untuk membebaskan diri dari sanksi tersebut. Alasan lessee untuk membebaskan diri dari sanksi atas kelalaiannya tersebut, salah satunya adalah dengan mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmacht).

Keadaan memaksa adalah tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh lessee disebabkan terjadinya suatu peristiwa yang bukan karena kesalahannya, yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu perjanjian dibuat. Ketentuan overmacht dalam kontrak leasing antara pihak lessor dan lessee berisi ketentuan mengenai penggantian kerugian yang disebabkan karena keadaan memaksa, forje majeur seperti kecelakaan, kerusakan dan lain-lain.

Apabila lessee bertanggung jawab penuh terhadap kendaraan yang disewanya, maka lessor hanya bertanggung jawab untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik pada saat disewakan, sehingga apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak maka pihak yang melakukan wanprestasi harus mengganti kerugian sebesar yang diterima pihak tersebut. Dalam hal yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan lessee, seperti kecelakaan, pencurian maka lessee dapat meminta perpanjangan waktu, keringanan seperti penundaan pembayaran atau hal lain yang disepakati para pihak.
IV. P E N U T U P

A.  Kesimpulan

Isi perjanjian operating lease dengan memperhatikan pengumuman Direktorat Jenderal Moneter No. PENG-307/DJM/III.1/7/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Leasing adalah : (a) ketentuan mengenai objek perjanjian; (b) jangka waktu perjanjian; (c) harga sewa; (d) cara dan tempat pembayaran; (e) hak dan kewajiban para pihak; (f) penyerahan (tanggal pengiriman dan batas pengiriman); dan (g) berakhirnya perjanjian

Kendala yang dihadapi dalam kontrak leasing antara lain peraturan tentang ketentuan leasing di Indonesia masih terbilang disepelekan bahwa Indonesia masih belum mengatur secara khusus undang-undang memuat tentang leasing, kendala secara teknik yaitu pihak lessor memerlukan tenaga ahli yang sesuai bidang masing-masing dan menguasai secara khusus masalah yang berkaitan dengan perjanjian leasing. Setelah pihak lessor mengalami kendala yang ada di atas, maka pihak lessee sendiri biasanya juga mendapatkan kendala berupa tekanan bahwa harus disediakannya dana yang besar untuk melakukan penyediaan barang modal kepada pihak lessor. Jadi mau tidak mau, pihak lessee telah menyetujui kesepakatan yang mereka buat dan ketentuan yang telah dicantumkan oleh pihak lessor meskipun lessee berat hati untuk menyetujui ketentuan tersebut, karena dalam hal ini lessor bertanggung jawab penuh atas segala resiko dan kendala dalam perjanjian leasing.

Bahwa upaya hukum dan penyelesaian wanprestasi serta overmacht yaitu antara lain :

a. Dalam hal wanprestasi yang berupa keterlambatan pembayaran uang sewa, maka pihak lessor berhak melakukan denda atas keterlambatan pembayaran tersebut dengan jumlah yang telah ditentukan dalam perjanjian. Namun dalam prakteknya, pihak lessor akan memberikan teguran baik secara lisan (melalui telepon) maupun dengan surat kepada lessee. Lessor juga masih memberikan tenggang waktu kepada lessee untuk menyelesaikan tunggakan uang sewa kepada lessor serta dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran yang dilakukan kurang dari tiga hari dari tanggal jatuh tempo, maka lessee tidak dikenai denda.

b. Dalam hal wanprestasi berupa penggadaian barang modal dan pemindahtanganan hak sewa barang modal kepada pihak ketiga, maka pihak lessor segera melakukan tindakan sebagai berikut : sehari setelah diketahui bahwa barang jaminan digadaikan, pihak lessor segera mengirim tim informannya untuk menarik barang modal tersebut berdasarkan atas surat kuasa yang dibuat oleh para pihak bersamaan dengan disepakatinya perjanjian leasing diantara mereka.

c. Dalam hal lessee yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan sanksi atas kelalaiannya tersebut, dapat membela diri dengan mengajukan alasan untuk membebaskan diri dari sanksi tersebut. Alasan lessee untuk membebaskan diri dari sanksi atas kelalaiannya tersebut, salah satunya adalah dengan mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmacht).

B. Saran 

Kontrak leasing sebaiknya dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (notaris), hal ini perlu dilakukan untuk melindungi pihak lessee yang merupakan pihak lemah dalam perjanjian dari perbuatan curang yang mungkin dilakukan lessor. Perlu diupayakan penerapan sistem perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian leasing secara efektif dan menyeluruh. Perlunya diadakan lembaga yang secara khusus menangani leasing dan segala permasalahannya.
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TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DI BAWAH UMUR 
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(STUDI KASUS DI KOTA SAMARINDA)
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ABSTRACT

The aim of this study is to know the security insurance for the under age children against the crime, especially the taking children illagely (kidnapped) and the law effort held by the law actors concerning the kidnap for the under age childr in Samarinda. This study held in Samarinda for 3 months, the object of the study is the children’s kidnap.  The activities in the study is library study, data collection and analysis and the report as well.  The method and technique yuridic normative and yuridic empheric. The results of the study is : (1) the implementation of the law enforcement concerned, (2) the illegal children under age to be kidnapped, (3) the law enforcement used to solve it is Regulation Nomor 39, 1999 about Human Right and Regulation Nomor 2, 1988 article 12 and 13.  

Key words : Crime, Children Under Age to be Kidnapped 
I. PENDAHULUAN

Apabila kita membaca membaca media massa dan media eletronik seringkali terdapat berita tentang kejahatan berupa penculikan anak di bawah umur.  Para pelaku melakukan tindak kejahatan ini dengan dalih permasalahan ekonomi, adapula dengan motif persaingan bisnis.

Akibat dari kejahatan tersebut adalah timbulnya sejumlah korban yang akan mengalami penderitaan fisik dan mental yang akan dialaminya dalam waktu yang tidak menentu.  Masalah korban bukan lagi masalah baru yang kurang diperhatikan dan bahkan adakalanya diabaikan.

Kegiatan penculikan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang harus diwaspadai baik oleh calon korban maupun masyarakat.  Aksi penculikan tidak lagi hanya diartikan sebagai kejahatan jalanan, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang terhormat, begitu juga korbannya bisa anak orang tidak berada hingga anak konglomerat.  Di sisi lain, pelaku dan korban kejahatan penculikan tidak mengenal status sosial, waktu dan tempat.  Umumnya penculikan tidak datang secara tiba-tiba, melainkan sudah ada kegiatan perencanaan sebelumnya.

Anak-anak yang menjadi korban kasus penculikan dalam konteks ini disudutkan ke dalam sebuah situasi buruk sebagai objek sasaran penculikan.  Inilah fakta yang susah untuk dimengerti sebagai persoalan serius dalam kaitan konteks dengan upaya sungguh-sungguh memeberikan perasaan aman kepada anak-anak dengan persentuhannya dengan ruang publik.  Oleh karena itu penting pula untuk ditelusuri lebih jauh hal-hal mendasar yang melatarbelakangi munculnya serangkaian penculikan anak-anak di bawah umur sebagai korbannya.

Dalam KUHP Pasal 328 dinyatakan bahwa “barang siapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya dengan maksud melawan hak akan membawa orang tersebut di bawah kekuasaan sendiri atau di bawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang dengan hukuman selama-lamanya 12 tahun.  Di samping itu dalam pasal 83 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak RP 300.000.000,- dan paling sedikit Rp 60.000.000,-.

Kenyataan di lapangan menunjukkan seringkali tuntutan hukum dari KUHP dan UU Nomor 23 tahun 2002 tidak memberikan efek jera kepada pelaku, bahkan lebih cenderung akan melakukan aksi serupa di kemudian hari.
II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana jaminan keamanan anak di bawah umur terhadap tindak pidana kejahatan khususnya penculikan di Kota Samarinda; dan bagaimana upaya hukum yang ditempuh oleh pihak penegak hukum berkaitan dengan kasus penculikan anak di bawah umur.

III. METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Kota Samarinda selama 3 bulan. Objek penelitian adalah Tindak Pidana Penculikan Anak Di Bawah Umur Di Kota Samarinda. Kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian, meliputi : studi pustaka, pengumpulan data (melalui kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi), pengolahan dan analisis data serta pembuatan laporan. Untuk memperoleh data menggunakan berbagai metode yaitu : (1) metode yuridis normative yaitu data diperoleh dengan cara merujuk secara formal buku-buku atau literatur, peraturan perundang-undangan, kliping, majalah, dan surat kabar yang ada hubungannya dengan masalah penelitian; (2) metode yuridis empiris adalah suatu cara memperoleh data yang didapat langsung dari obyek yang telah ditentukan oleh pemerintah yang ada kaitannya serta berhubungan dengan permasalahan penelitian.

IV. PEMBAHASAN

A. Jaminan Keamanan Anak Di bawah Umur terhadap Tindak Pidana Kejahatan Penculikan Di Kota Samarinda


Dalam pasal 330 KUHP dinyatakan bahwa melarang orang yang belum dewasa, baik perempuan maupun laki-laki dari kekuasaan yang berhak atasnya. Belum dewasa menurut pasal tersebut adalah belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah/kawin. Adapun dimaksud dengan orang berhak atasnya, adalah orang tua atau walinya, ataupun orang bertugas menjaganya atau orang tua asuhnya.  Untuk memenuhi ketentuan pasal 330 KUHP tersebut, si pelaku sebelum melakukan perbuatannya itu haruslah mengetahui, bahwa korban belum berusia 21 (belum dewasa).  Pelaku tindak pidana dalam hal demikian diancam dengan pidana maksimum 7 tahun.

Secara fakta bahwa perkara penculikan anak di bawah umur sebagaimana yang terjadi pada hari Kamis 29 April 2004 di Wisma Gunung Sari Komplek Pelacuran Kota Samarinda, maka terdakwa (I) Ikbal bin Arif dan terdakwa (II) Irma bin Junubi secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan memperdagangkan, menjual, atau untuk diri sendiri atau dijual.

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas mereka terdakwa (I) dan terdakwa (II) telah menyerahkan seorang anak perempuan yaitu korban Satriyana Dewi Putri binti M. Bahtiar berumur 15 tahun kepada H. Hadade bin Andi Mangkau pemilik Wisma Gunung Sari I di komplek pelacuran Solong Samarinda untuk dijadikan pekerja sek komersial (PSK).

Dinyatakan bahwa dalam pasal 332 KUHP melarang orang melarikan perempuan yang belum dewasa (belum berusia 21 Tahun) tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuan anak perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk mempunyai perempuan itu sendiri dengan nikah, maupun dengan tidak nikah.

Berdasarkan uraian di atas jika dikaikan dengan pengertian kesejahteraan anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tersebut di atas adalah anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial.  Dalam pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2002 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : (1) anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; (2) anak berkah atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna; dan (3) anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hiudp yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. 

Menurut ketentuan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis terdapat perbedaan tolak ukur.  Dalam KUH Perdata pasal 330 berbunyi, yaitu : ayat 1 : memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun kecuali anak tersebut sudah kawin sebelum umur 21 tahun, dan pendewasaan; ayat 2 : menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berumur 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaannya; dan ayat 3 : menyebutkan bahwa seseorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

B. Upaya Hukum yang Ditempuh oleh Pihak Penegak Hukum dalam Mencegah Tindak Pidana Penculikan Anak Di Bawah Umur Di Kota Samarinda

Dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakan dan negara (pasal 52 ayat 1).   Hak anak adalah HAM dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.  Setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan kesejahteraan anak (pasal 53 ayat 1).  Setiap anak sejak lahir, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.  Nama tersebut adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, atau nama keluarga atau nama marga (pasal 53 ayat 2).

Setiap anak yang mempunyai cacat fisik dan atau mental berhak mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan anak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peran serta masyarakat dan pengawasan sangat penting karena dapat langsung bersentuhan dengan anak.  Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 dinyatakan bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk berperan serta dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak yang dapat diselenggarakan oleh badan sosial atau perseorangan.  Untuk itu pemerintah dapat memberikan bimbingan, konsultasi, dorongan dan bantuan.

Pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat (PP Nomor 13 Tahun 1988) dilakukan oleh Departemen Sosial dan bersifat responsif.  Pelaksanaan peran serta masyarakat dan pengawasan diatur oleh Departemen Sosial setelah mendapat pertimbangan menteri yang terkait.

Berbagai macam unsur yang menyebabkan terjadinya penculikan anak di bawah umum, yaitu antara lain : (1) anak dapat dimanfaatkan sebagai pengemis jalanan; (2) anak untuk dipekerjakan dengan upah murah/minimum; (3) anak dapat diperjualbelikan; dan (4) anak dapat dijadikan sandera dalam berbagai kepentingan.      

 Oleh karena itu, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya yang dapat mencegah terjadinya penculikan terhadap anak di bawah umur dengan melakukan berbagai kegiatan, yaitu antara lain : (1) penyuluhan/bimbingan dan bentuk lainnya yang diperlukan kepada seluruh lapisan masyarakat; (2) penyantunan dan pengentasan anak; (3) pembinaan dan peningkatan derajat sosial; (4) pemberian dan peningkatan kesempatan belajar; dan (5) pembinaan dan peningkatan keterampilan anak.

Penjatuhan hukuman yang berat terhadap pelaku penculikan anak di bawah umur merupakan suatu upaya yang harus dilakukan/ diterapkan pemerintah untuk mencegah merambaknya kasus penculikan anak di bawah umur sebagai salah satu alat untuk memberikan efek jera kepada pelaku kasus penculikan anak dibawah umur, sehingga menjadikan contoh para pihak-pihak lain yang ingin melakukan perbuatan yang serupa atas kepentingan pribadi.

V. PENUTUP

A.  Kesimpulan

Jaminan keamanan anak di bawah umur terhadap tindak kejahatan penculikan diatur dalam KUHP pasal 330 dan 332 serta UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 

Dalam KUHP ada beberapa larangan, yaitu : melarang orang untuk melarikan orang yang belum dewasa, menyembunyikan orang belum dewasa dari kekuasaan yang berhak atasnya.  Belum dewasa menurut pasal 330 KUHP adalah belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah/kawin.

Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, PP Nomor 2 Tahun 1988 pasal 12 dan 13.
B.  Saran  

Seyogyanya pemerintah dan masyarakat bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan anak di bawah umur dan selalu memberikan penyuluhan/bimbingan dan bentuk lainnya yang diperlukan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Para penegak hukum harus memberikan sanksi yang sangat tegas dan berat kepada para pelaku tindak pidana penculikan terhadap anak di bawah umur. 
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